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Kata Pengantar 

Tahun 2014 merupakan Tahun ke empat dari 

rangkaian RPJMD Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-

2016.  Perjalanan proses pembangunan dalam kurun waktu 

empat Tahun terakhir telah menunjukan realisasi kinerja 

yang cukup menggembirakan, baik dilihat aspek 

pelaksanaan pembangunan, capaian kinerja maupun 

peningkatan pendapatan dan belanja daerah.  Selaku Kepala 

Daerah tentunya kami sangat mengapresiasi atas apa yang 

telah dicapai.  Namun demikian, masih banyak pula yang 

perlu disempurnakan dalam sisa waktu dua Tahun terakhir 

untuk mewujudkan Batang Hari Berlian 2016. 

Laporan Kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban 

pemerintah terhadap publik atas penyelenggaraan pembangunan Tahun 2014 

dengan tujuan memberikan informasi kepada semua pihak yang 

berkepentingan dan berwenang dalam rangka mengimplementasikan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mewujudkan instansi 

pemerintah yang akuntabel, bersih dan berwibawa. Penyusunan Laporan 

Kinerja Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 ini juga dimaksudkan untuk 

memenuhi amanah Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 53  Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, PeLaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah 

berkontribusi.  Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan daerah 

Tahun 2014 telah banyak membuahkan hasil pembangunan, namun disadari 

masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Berkenaan 

dengan itu, laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja ke depan 

menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, 

pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. 

 
Muara Bulian,     Maret 2015 

BUPATI BATANG HARI 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 

 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Batang Hari 

Tahun 2014 ini diharapkan dapat menjadi media bagi pemerintah 

untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh 

Stakeholders, terutama kepada masyarakat Batang Hari melalui 

DPRD.  Laporan Kinerja ini juga merupakan istrumen untuk evaluasi 

atas pencapaian kinerjapemerintah Kabupaten Batang Hari.  

Capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini 

merupakan informasi yang sangat berguna sebagai bahan 

pertimbangan untuk perbaikan kinerja pada masing-masing SKPD 

dimasa datang.  

Secara umum terdapat dua aspek utama yang termuat dalam 

Laporan Kinerja ini, yaitu aspek Kinerja dan aspek manajemen 

kinerja yang keduanya secara simultan dapat memberi gambaran 

tentang capaian kinerja pemerintah dalam melakukan pelayanan 

terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan visi dan misi 

pembangunan daerah. 

Aspek Kinerja disajikan untuk keperluan eksternal organisasi.  

Hal ini menjadikan Laporan Kinerja sebagai media 

pertanggungjawaban pemerintah atas capaian kinerja yang 

dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi serta tujuan 

dan sasaran telah dicapai.   

Sedangkan Aspek Manajemen Kinerja disajikan untuk 

keperluan internal organisasi.  Dalam konteks ini, Laporan Kinerja 

dijadikan sebagai media evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen 

pemerintah bagi usaha perbaikan kinerja dimasa datang.  

Manajemen kinerja pemerintah dapat merumuskan strategi 
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pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja pemerintah dapat 

ditingkatkan secara berkelanjutan dimasa datang. 

Kedua aspek di atas disajikan melalui capaian kinerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari pada sejumlahprogram 

kegiatan yang telah dilaksanakan dalam Tahun 2014 serta sumber 

pembiayaan yang bersifat strategis,baik yang bersumber dari APBD 

Kabupaten, APBD Provinsi  maupun APBN dan bantuan lain yang 

sah. 

Capaian Kinerja (performance result) Tahun 2014 diukur 

dengan membandingkan antara realisasi dengan target  (performance 

plan) sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan pada setiap 

indikator.  Sebagai pembanding keberhasilan, Capaian Kinerja 

Tahun 2014 juga dibandingkan dengan capaian Tahun 2013 yang 

lalu.  Analisis atas pembandingan capaian kinerja terhadap rencana 

kinerja ini perlu dilakukan untuk melihat celah kinerja (performance 

gap) yang perlu diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari 

dimasa datang. 

1.1. KEPENDUDUKAN 

Jumlah Penduduk Kabupaten Batang Hari pada Tahun 2013 

sebanyak 258.016 jiwa, meningkat 2,16  %  dibandingkan jumlah 

penduduk Tahun 2012 sebesar 252.731 jiwa. Tingkat kepadatan 

penduduk pada Tahun 2013 turut mengalami peningkatan menjadi 

44 orang per kilometer persegi (KM2). 
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Tabel 1.1 

Kepadatan Penduduk pada Kecamatan di Kabupaten Batang Hari  
Tahun 2013 

 

NO KECAMATAN 
LUAS 

(Km
2
) 

JUMLAH 
KEPADATAN 
PENDUDUK 

1  Mersam     801,90  27.420 34 Jiwa 

2  Maro Sebo Ulu     906,33  31.648 35 Jiwa 

3  Batin XXIV     904,14  27.024 30 Jiwa 

4  Muara Tembesi     419,77     28.344 70 Jiwa 

5  Muara Bulian     417,97    58.104 141 Jiwa 

6  Bajubang  1.203,51  38.356 32 Jiwa 

7  Maro Sebo Ilir     129,06  14.102 109 Jiwa 

8  Pemayung  1.022,15  31.018 30 Jiwa 

JUMLAH 5.804,83 258.016 44 Jiwa 

Sumber data : BPS Batang Hari Tahun 2014 

 

Isu-Isu Strategis 

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau 

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang 

signifikan bagi kemajuan Kabupaten Batang Hari dimasa datang dengan 

mempertimbangkan   isu-isu dan dinamika internasional, nasional 

maupun regional.  

1) Ketersediaan dan kualitas  infrastruktur fisik  yang kurang memadai  

dalam mendukung pengembangan wilayah  

2) Rendahnya kapasitas sumberdaya manusia dalam mendukung 

pembangunan daerah  

3) Adanya kesenjangan ekonomi ditandai tingginya  angka 

pengangguran  dan jumlah penduduk miskin  

4) Iklim investasi yang belum  kondusif yang mendukung 

pengembangan ekonomi daerah 

5) Penataan Tata Pemerintahan yang baik  
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6) Pemanfaatan sumberdaya alam yang belum mempertimbangkan 

kelestarian lingkungan hidup 

7) Kondisi iklim dan cuaca yang tidak dapat diprediksi sesuai 

perkiraan (tidak saja di Indonesia, tetapi juga terjadi di seluruh 

belahan dunia) serta banyaknya bencana alam yang terjadi, 

berdampak signifikan pada  pertanian secara luas karena sangat 

tergantung pada alam. Hal tersebut berimplikasi terhadap ketahanan 

pangan terutama di Kabupaten Batang Hari. Keadaan  ketahanan 

pangan di Kabupaten Batang Hari  yang akan diwujudkan  adalah 

terpenuhinya kebutuhan pangan yang cukup, bergizi seimbang, dan 

terdistribusi secara merata dengan harga yang terjangkau bagi 

seluruh lapisan masyarakat terutama untuk golongan bawah. 

 

8) Isu dunia yang tidak kalah pentingnya adalah program 

Pengurangan Emisi Karbon akibat Deforestasi dan Degradasi 

Hutan dan Lahan. Kabupaten Batang Hari berpotensi menjadi daerah 

yang potensial untuk menjaga keseimbangan lingkungan, dengan 

pertimbangan bahwa sekitar 65% hutan Kabupaten Batang Hari 

masih memiliki tutupan hutan dengan kategori baik. Posisi hutan 

Batang Hari sangat strategis sebagai rumah terakhir bagi 

keanekaragaman hayati  

 

9) Letak Kabupaten Batang Hari secara geografis sangat strategis 

dalam kawasan Provinsi Jambi dimana Muara Bulian sebagai 

Ibukota Kabupaten menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) bahkan 

dipromosikan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dalam struktur 

penataan ruang wilayah Provinsi Jambi. 

 

10) Permasalahan klasik bagi wilayah-wilayah berkembang adalah 

pemenuhan infrastruktur dasar seperti infrastruktur transportasi, 

listrik, dan air untuk masyarakat luas yang merupakan tujuan 
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pembangunan yang harus dicapai. Isu ini menjadi sangat penting 

karena pemenuhan infrastruktur dasar ini menjadi prasyarat utama 

berjalannya proses pembangunan secara baik, tidak terkecuali 

Kabupaten Batang Hari, adalah suatu hal yang tidak mungkin 

pembangunan akan berjalan dengan baik jika infrastruktur 

transportasi tidak memadai, listrik dan air tidak tersedia. 

 

11) Program Community Development (CD) atau Corporate Social 

Responsibility (CSR) merupakan bentuk kepedulian pihak swasta 

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dan 

pembangunan ekonomi daerah melalui program kemitraan dan bina 

lingkungan. Hal ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Batang 

Hari dalam menjalin kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan 

partisipasi swasta/masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan 

di Kabupaten Batang Hari. 

 

12) Isu strategis lainnya yang langsung berkaitan dengan Kabupaten 

Batang Hari adalah perlu penyediaan ruang dan tempat usaha yang 

layak, nyaman, aman dan memadai bagi pelaku-pelaku ekonomi 

terutama pada sektor-sektor informal, dan penataan Ruang Terbuka 

Hijau serta hutan kota. 

Perlu pengembangan sektor dan komoditas unggulan berbasis 

sumber daya lokal dan terbarukan antara lain seperti Pengembangan 

Pusat Agribisnis, pengembangan daerah Minopolitan, dan pengembangan 

pasar ternak. 
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BAB II 
PERENCANAAN KINERJA 
 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan 

Nasional, merupakan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan 

termasuk pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Mengacu 

kepada undang-undang ini, Pemerintah Kabupaten Batang Hari telah 

menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2006-

2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Tahun 2011-2016. 

Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Batang 

Hari 2011-2016 memuat visi, 

misi, tujuan dan sasaran, yang 

dijabarkan dalam kebijakan 

program dan kegiatan daerah, 

serta menjadi pedoman bagi 

setiap penyelenggaraan 

pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Batang Hari. 

Pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), RPJMD 

diderivasi atau di jabarkan kedalam  visi, misi, tujuan dan sasaran 

pembangunan tingkat SKPD dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra). 

 

VISI  
 

“Bangun Ekonomi Rakyat Lanjutkan Pembangunan dengan Iman 

dan Pemerataan”  
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a. Penjelasan Makna 
 

Secara eksplisit agar dapat digunakan sebagai acuan arah 

pembangunan lima Tahun yang lebih terukur, maka visi Kabupaten Batang 

Hari mengandung makna: 

Ekonomi Rakyat ; Adalah tumbuh dan berkembangnya kehidupan 

perekonomian suatu daerah dengan keberpihakan kepada ekonomi rakyat 

dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraannya.  

Iman ; Sebagai sumber inspirasi serta keyakinan ajaran moral dalam 

menggerakkan masyarakat untuk pembangunan daerah, dan sebagai 

landasan perilaku yang diwujudkan dalam seluruh sendi-sendi kehidupan 

masyarakat Kabupaten Batang Hari. 

Pemerataan ; Maksudnya adalah pembangunan yang dilaksanakan 

memperhatikan azas pemerataan dan sekaligus mengurangi kesenjangan 

antar Kecamatan dan antar desa diperlukan strategi dan kebijakan 

pembangunan daerah yang komprehensif dan pendekatan pembangunan 

yang berbasis kewilayahan. 

MISI 

Dalam rangka menterjemahkan visi di atas, maka ditetapkanlima 

misi pembangunan Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 – 2016 sebagai 

berikut : 

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjalankan kebijakan 

pembangunan  ekonomi dengan prinsif-prinsif ekonomi kerakyatan; 

2. Meningkatkan kualitas kehidupan yang agamis, berakhlak mulia, yang 

ditopang oleh kesadaran saling menghormati dan saling mendukung 

antara ulama’ dan umaro; 

3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk Sumber 

Daya Aparatur; 

4. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara 

proforsional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan melalui 

penerapan Reformasi Birokrasi yang berkeadilan; 

5. Meningkatkan penggalian potensi Sumber Daya Alam (SDA) sebagai 

salah satu sumber daya pembangunan, dengan prinsip berkelanjutan 

serta menjaga kelestraian lingkungan dan keseimbangan ekosistem; 
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Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut di atas sebagai 

perwujudan cita-cita Rakyat Batang Hari lima Tahun ke depan fokus pada 

empat bidang Agenda Utama Pembangunan Kabupaten Batang Hari 

yaitu;  

1. Bidang Ekonomi Rakyat  

2. Bidang Pendidikan 

3. Bidang Kesehatan 

4. Bidang Infrastruktur 

Keempat bidang tersebut akan di laksanakan secara sinergis, 

holistik dan komprehensif serta terintegrasi dengan berbagai bidang 

pembangunan lainnya, kesemuanya ini akan ditentukan oleh kinerja 

aparatur penyelenggara kepemerintahan umum, pelayanan publik, dan 

pembangunan.  

Kebijakan yang akan di laksanakan lima Tahun kedepan adalah 

terus melanjutkan pembangunan yang terbengkalai, melanjutkan 

pembangunan yang belum tersentuh, memperbaiki pembangunan yang 

saat ini sudah sangat parah dan memperihatinkan dengan prinsif 

kebersamaan dan pemerataan.  

 

Penjelasan Misi  

Berdasarkan visi sebagaimana diuraikan  di atas, selanjutnya 

ditetapkan  misi  pembangunan Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 – 

2011, yaitu: 

a. Mewujudkan peningkatan kualitas SDM; 

b. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat; 

c. Mewujudkan percepatan pemerataan pembangunan; 

d. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, 

akuntabel, transparan, partisipatif, efektif dan efisien;  

e. Mewujudkan tatanan masyarakat yang agamis, demokratis, serta 

menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM. 

 

TUJUAN  
 

Penetapan tujuan pembangunan didasarkan kepada faktor-faktor 

kunci keberhasilan dalam proses pembangunan daerah.   Berdasarkan visi 
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dan misi maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah 

Kabupaten Batang Hari dalam Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut : 

 

a. Mewujudkan peningkatan pendapatan perkapita melalui program 

pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan sasaran sebagai berikut : 

1. Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan umum 

2. Tersedianya lapangan pekerjaan melalui pendekatan ekonomi 

kerakyatan  

3. Terciptanya peningkatan daya saing perekonomian daerah skala 

regional dan nasional 

4. Terciptanya iklim investasi yang kondusif 

5. Terciptanya pengurangan jumlah penduduk miskin. 

 

b.  Mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Batang Hari yang 

agamis dan berakhlak mulia, dengan sasaran sebagai berikut : 

1. Terwujudnya komunikasi antara ulama, umaro dan masyarakat 

dalam praktik kehidupan beragama 

2. Terwujudnya peran serta lembaga keagamaan dalam 

pembangunan 

3. Terwujudnya peningkatan kualitas dan sarana dan prasarana 

keagamaan 
 

c.  Mewujudkan kualitas pelayanan dasar masyarakat, profesionalisme dan 

integritas aparatur, dengan sasaran sebagai berikut : 

1. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM Masyarakat 

2. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM Aparatur 

3. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat 

4. Terciptanya peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan 

5. Meningkatnya peranan  Perempuan dalam pembangunan 

6. Menekan tingkat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

 

d. Terwujudnya kepemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih, 

dengan sasaran sebagai berikut : 

1. Terciptanya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan  yang 

bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel 
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2. Terhapusnya peraturan perundang-undangan dan tindakan yang 

bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau 

golongan masyarakat 

3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan 

publik 

4. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan 

per UU-an ditingkat pusat dan daerah. 

5. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi 

 
 

e.  Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan SDA melalui peningkatan 

kualitas penataan ruang dan lingkungan, dengan sasaran sebagai 

berikut : 

1. Terwujudnya pemanfaatan SDA secara lestari untuk mendorong 

peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat 

2. Terjamin kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem 

 

SASARAN STRATEGIS 

1. Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur Pelayanan 

Umum. 
2. Tersedianya  lapangan pekerjaan melalui pendekatan ekonomi 

kerakyatan. 

3. Terciptanya peningkatan daya saing perekonomian daerah skala 
regional dan nasional. 

4. Terciptanya iklim investasi yang kondusif. 

5. Terciptanya pengurangan jumlah penduduk miskin. 
6. Terwujudnya komunikasi antara ulama, umaro dan masyarakat 

dalam praktik kehidupan beragama 
7. Terwujudnya peran serta lembaga keagamaan dalam 

pembangunan 

8. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan 
prasarana keagamaan. 

9. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM Masyarakat. 
10. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM Aparatur 
11. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 

masyarakat. 
12. Terciptanya peningkatan kualitas sarana dan prasarana 

kesehatan. 

13. Meningkatnya peranan  Perempuan dalam pembangunan. 



11 
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14. Menekan tingkat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. 

15. Terciptanya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan  
yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan 

akuntabel. 
16. Terhapusnya peraturan perundang-undangan dan tindakan 

yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, 
atau golongan masyarakat. 

17. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan 

kebijakan publik. 
 

18. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh 
peraturan per UU-an ditingkat pusat dan daerah. 

19. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi. 

20. Terwujudnya pemanfaatan SDA secara lestari untuk mendorong 
peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.  

21. Terjamin kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem. 
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TABEL 2.1 

SASARAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH  

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI 
 

 

NO SASARAN STRATEGIS  INDIKATOR KINERJA  SATUAN 
KONDISI  

AWAL 

Target Capaian Setiap Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 
 

4 5 
 

7 8 9 10 

1 Terwujudnya peningkatan kualitas 

infrastruktur Pelayanan Umum. Rasio rumah layak huni  % 30 33 36 39 42 44 45 

  Persentase Panjang jalan kabupaten dalam Kondisi 
baik (> 40 KM/jam) % 20.23 24,22 28,22 32,2 36,2 40,2 44.2 

  Jumlah desa/kelurahan yang  dialiri listrik % 95 98 105 108 110 113 113 

  
% Ruang kelas kondisi baik % 75 76 77 78 79 79 80 

   Nilai Tukar Petani (NTP) %  94,82  94,82  96,41  96,41 98,00  100  102  

2 
Tersedianya  lapangan pekerjaan 
melalui pendekatan ekonomi 

kerakyatan. 

Rasio penduduk yang bekerja 
  

68.86 69,75 70,2 72 73,2 74 75 

Tingkat Pertumbuhan Angkatan Kerja yang terdaftar 
  

16,67 16,87 17,07 17,28 17,48 17,58 17,68 

3 
Terciptanya peningkatan daya saing 
perekonomian daerah skala regional dan 

nasional. 

Jumlah perusahaan yang menerapkan ISO 
  

0 0 0 0 1 2 2 

jumlah komoditi produksi potensial daerah yang sudah 

SNI 

  

0 0 0 0 0 1 1 

4 

Terciptanya iklim investasi yang 

kondusif. Nilai Investasi PMDN 
  

0 0,27 0,53 0,79 1,06 1,32 1,6 

Nilai Ekspor 
  

1,47 1,48 1,49 1,5 1,51 1,52 1,53 

Nilai Impor 
  

1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 

5 

Terciptanya pengurangan jumlah 
penduduk miskin. Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan 

  
11.91 11.91 13,12 15.57 16,8 17,02 18,21 

Tingkat Kedalaman kemiskinan 
  

1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 

Jumlah tingkat keparahan kemiskinan 
  

0.23 0,2 0,18 0,13 0,11 0,09 0,07 
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NO SASARAN STRATEGIS  INDIKATOR KINERJA  SATUAN 
KONDISI  

AWAL 

Target Capaian Setiap Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 
 

4 5 
 

7 8 9 10 

  1. Terwujudnya komunikasi 
antara ulama, umaro dan 
masyarakat dalam praktik 
kehidupan beragama 

Jumlah usia sekolah yang hatam al qur'an   800 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 

Jumlah kasus talak/perceraian   145 100 90 85 80 75 70 

2. Terwujudnya peran serta 
lembaga keagamaan dalam 
pembangunan 

% kegiatan pembangunan yang 
melibatkan lembaga keagamaan secara 
aktif 

  50 55 58 60 65 68 70 

3.   Terwujudnya peningkatan 
kualitas dan kuantitas sarana 
dan prasarana keagamaan. 

Jumlah DTA   215 220 225 230 235 240 245 

% DTA dalam kondisi baik   50 55 60 65 70 75 80 

  1. Terwujudnya komunikasi 
antara ulama, umaro dan 
masyarakat dalam praktik 
kehidupan beragama 

Jumlah usia sekolah yang hatam al qur'an   800 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 

Jumlah kasus talak/perceraian   145 100 90 85 80 75 70 

2. Terwujudnya peran serta 
lembaga keagamaan dalam 
pembangunan 

% kegiatan pembangunan yang 
melibatkan lembaga keagamaan secara 
aktif 

  50 55 58 60 65 68 70 

3.   Terwujudnya peningkatan 

kualitas dan kuantitas sarana 
dan prasarana keagamaan. 

Jumlah DTA   215 220 225 230 235 240 245 

% DTA dalam kondisi baik   50 55 60 65 70 75 80 
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NO SASARAN STRATEGIS  INDIKATOR KINERJA  SATUAN 
KONDISI  

AWAL 

Target Capaian Setiap Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 
 

4 5 
 

7 8 9 10 

                      
  1. Terwujudnya peningkatan 

kualitas SDM Masyarakat. Angka melek huruf    98.67 98,83 98,89 99,15 99,31 99,47 99.7 

Angka rata-rata lama sekolah   7.52 7,63 7,74 7,85 7,96 8,07 8.17 

Angka putus sekolah   0.32 0,32 0,31 0,31 0,3 0,29 0.28 

Angka usia harapan hidup   69.45 69,68 69,9 70,13 70,35 70,58 70.8 

Angka kematian bayi  (per 1.000 Kelahiran 
hidup)   5 5,2 5,4 5,6 5,8 5,9 6 

Jumlah kematian ibu melahirkan    3 3 4 5 6 6,5 7 

  

2. Terwujudnya peningkatan 

kualitas SDM Aparatur 

Jumlah PNS yang dikenakan 

teguran/hukuman pelanggaran disiplin   2 0 0 0 0 0 0 

    
Persentase Unit Layanan yang memiliki 
SPM   2 4 6 8 10 12 14 

    
% PNS yang memiliki kompentensi di 
bidangnya   43.31 45,54 47,77 50 52,23 54,46 56.7 

  

3. Terwujudnya peningkatan 
kualitas pelayanan kesehatan 
masyarakat. 

Persentase pelayanan kesehatan Rujukan 
pasien masyarakat miskin   60 65 70 75 80 90 100 

  

Persentase pertolongan persalinan Oleh 
tenaga kesehatan yang memiliki 
kompetensi kebidanan   88 89,17 90,34 91,51 92,68 93,85 95 

  
4. Terciptanya peningkatan 
kualitas sarana dan prasarana 
kesehatan. 

% Puskesmas Induk yang melayani rawat 
inap   50 55 58 60 65 68 70 

  Rasio dokter per 100.000 penduduk   18 20 25 28 30 32 34 

  5. Meningkatnya peranan  
Perempuan dalam 
pembangunan. 

Persentase partisipasi perempuan di 
lembaga pemerintah   20 23 25 28 30 32 35 

  
Persentase Partisipasi angkatan kerja 
perempuan   15.8 15,9 16 16,1 16,2 16,3 16.4 
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NO SASARAN STRATEGIS  INDIKATOR KINERJA  SATUAN 
KONDISI  

AWAL 

Target Capaian Setiap Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 
 

4 5 
 

7 8 9 10 

  

6. Menekan tingkat 
Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial. Jumlah PMKS   300 KK 280 250 200 150 100 50 

  
1. Terciptanya kelembagaan 
dan ketatalaksanaan 
pemerintahan  yang bersih, 
efisien, efektif, transparan, 
profesional dan akuntabel. 

Jumlah temuan pemeriksaan aparat 
pengwasan ekternal dan internal   

              

  - BPK   204 187 170 153 136 119 102 

  - Inspektorat Provinsi   128 118 108 98 88 78 68 

  - Inspektorat Kabupaten   404 348 292 236 180 124 68 

  

2. Terhapusnya peraturan 
perundang-undangan dan 
tindakan yang bersifat 
diskriminatif terhadap warga 
negara, kelompok, atau 
golongan masyarakat. 

Jumlah Perda yang bersifat diskriminatif  

  

0 0 0 0 0 0 0 

  

3. Meningkatnya partisipasi 
masyarakat dalam pengambilan 
kebijakan publik. 

Persentase program dan kegiatan ekonomi 
dan sosial budaya daerah yang 
dialokasikan dalam APBD   

10,11 10,51 11,01 11,51 12,01 12,51 13,11 

  

4.  Terjaminnya konsistensi 
dan kepastian hukum seluruh 
peraturan per UU-an ditingkat 
pusat dan daerah. 

Jumlah Perda yang bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan lebih 
tinggi 

  

20 15 12 10 8 5 0 

  
5.  Berkurangnya secara nyata 

praktik KKN di birokrasi. 

Jumlah temuan pemeriksaan eksternal 

tentang kasus KKN   
32 28 24 18 14 10 6 

  
Jumlah temuan hasil pemeriksaan internal 
tentang kasus KKN   

26 23 20 17 14 11 5 

  

1. Terwujudnya pemanfaatan 
SDA secara lestari untuk 
mendorong peningkatan 

Jumlah kasus penebangan liar 

  

10 10 20 30 40 45 50 
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NO SASARAN STRATEGIS  INDIKATOR KINERJA  SATUAN 
KONDISI  

AWAL 

Target Capaian Setiap Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 
 

4 5 
 

7 8 9 10 

  
ekonomi daerah dan 
kesejahteraan masyarakat.  

Pertambangan tanpa ijin 
  

25 20 15 10 15 10 5 

  2.  Terjamin kelestarian 
lingkungan dan keseimbangan 
ekosistem. 

Persentase penanganan sampah   25 26 27 28 29 30 31 

  Persentase Luas pemukiman yang tertata   4 5 8 10 12 14 15 

  
Persentase Rumah Tangga (RT) Yang 
menggunakan air bersih   

8 10 12 14 16 18 20 
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TABEL 2.2 
PERJANJIAN KINERJA 

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2014 
 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

1. Terwujudnya peningkatan kualitas 

infrastruktur Pelayanan Umum. 

Rasio rumah layak huni 42 

Persentase Panjang jalan kabupaten 

dalam Kondisi baik (> 40 KM/jam) 

36,20 

Jumlah desa/kelurahan yang  dialiri listrik 110 

% Ruang kelas kondisi baik 79 

Nilai Tukar Petani (NTP)  98,00 

2. Tersedianya  lapangan pekerjaan 

melalui pendekatan ekonomi 

kerakyatan. 

Rasio penduduk yang bekerja 73,20 

Tingkat Pertumbuhan Angkatan Kerja 

yang terdaftar 

17,48 

3.Terciptanya peningkatan daya saing 

perekonomian daerah skala regional 

dan nasional. 

Jumlah perusahaan yang menerapkan 

ISO  

 1 

jumlah komoditi produksi potensial 

daerah yang sudah SNI 

0 

4. Terciptanya iklim investasi yang 

kondusif. 

Nilai Investasi PMDN 1,06 

Nilai Ekspor 1,51 

Nilai Impor 2,1 

5. Terciptanya pengurangan jumlah 

penduduk miskin. 

Persentase Penduduk diatas garis 

kemiskinan 

16,80 

Tingkat Kedalaman kemiskinan 0,6 

Jumlah tingkat keparahan kemiskinan 0,11 

6. Terwujudnya komunikasi antara 

ulama, umaro dan masyarakat dalam 

praktik kehidupan beragama 

  

Jumlah usia sekolah yang hatam al 

qur'an 

4 

Jumlah kasus talak/perceraian 80 

7. Terwujudnya peran serta lembaga 

keagamaan dalam pembangunan 

% kegiatan pembangunan yang 

melibatkan lembaga keagamaan secara 

aktif 

65 
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SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

8.Terwujudnya peningkatan kualitas dan 

kuantitas sarana dan prasarana 

keagamaan.  

Jumlah DTA 235 

% DTA dalam kondisi baik 70 

9. Terwujudnya peningkatan kualitas 

SDM Masyarakat. 

Angka melek huruf 99,31 

Angka rata-rata lama sekolah 7,96 

Angka putus sekolah 0,30 

Angka usia harapan hidup 70,35 

Angka kematian bayi  (per 1.000 

Kelahiran hidup) 5,8 

Angka kematian ibu melahirkan (per 

1,000 kelahiran hidup) 6 

10. Terwujudnya peningkatan kualitas 

SDM Aparatur 

  

 Jumlah PNS yang dikenakan 

teguran/hukuman pelanggaran disiplin 0 

Persentase Unit Layanan yang memiliki 

SPM 10 

% PNS yang memiliki kompentensi di 

bidangnya 52,23 

11. Terwujudnya peningkatan kualitas 

pelayanan kesehatan masyarakat. 

Persentase pelayanan kesehatan 

Rujukan pasien masyarakat miskin 80 

Persentase pertolongan persalinan Oleh 

tenaga kesehatan yang memiliki 

kompetensi kebidanan 92,68 

12. Terciptanya peningkatan kualitas 

sarana dan prasarana kesehatan. 

  

% Puskesmas Induk yang melayani 

rawat inap 65 

Rasio dokter per satuan penduduk 30 

13. Meningkatnya peranan  Perempuan 

dalam pembangunan. 

  

Persentase partisipasi perempuan di 

lembaga pemerintah 30 

Persentase Partisipasi angkatan kerja 

perempuan 16,2 

14. Menekan tingkat Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial Jumlah PMKS 150 

15. Terciptanya kelembagaan dan 

ketatalaksanaan pemerintahan  yang 

bersih, efisien, efektif, transparan, 

profesional dan akuntabel. 

Jumlah temuan pemeriksaan aparat 

pengwasan ekternal dan internal : 

  

- BPK 136 

- Inspektorat Provinsi 88 

- Inspektorat Kabupaten 180 
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SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

16. Terhapusnya peraturan perundang-

undangan dan tindakan yang 

bersifat diskriminatif terhadap warga 

negara, kelompok, atau golongan 

masyarakat. 

Jumlah Perda yang bersifat diskriminatif  0 

17.  Meningkatnya partisipasi 

masyarakat dalam pengambilan 

kebijakan publik. 

Persentase program dan kegiatan 

ekonomi dan sosial budaya daerah yang 

dialokasikan dalam APBD 

12,01  

18.  Terjaminnya konsistensi dan 

kepastian hukum seluruh peraturan 

per UU-an ditingkat pusat dan 

daerah. 

Jumlah Perda yang bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan 

lebih tinggi 

8 

19.  Berkurangnya secara nyata praktik 

KKN di birokrasi. 

Jumlah temuan pemeriksaan eksternal 

tentang kasus KKN 

14 

Jumlah temuan hasil pemeriksaan 

internal tentang kasus KKN 

14 

20.  Terwujudnya pemanfaatan SDA 

secara  lestari untuk mendorong 

peningkatan  ekonomi daerah dan 

kesejahteraan  masyarakat 

Jumlah Kasus penebangan liar 40 

Pertambangan tanpa ijin 15 

21. Terjaminnya kelestarian lingkungan 

dan  keseimbangan ekosistem 

Persentase penanganan sampah  29 

Persantase luas pemukiman yang tertata 12 

Persentase Rumah Tangga (RT) yang 

menggunakan air bersih 

16 

 
JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2014 : Rp. 1.007.498.289.006,- 
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LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

Kabupaten Batang Hari 

BAB III 
AKUNTABILITAS 

KINERJA 
 

 

 

A.   CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 
 

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 

Anggaran 2014 disusun dalam bentuk laporan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perencanaan Strategis dan 

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014.  

Laporan Kinerja menyajikan perihal capaian kinerja atas pencapaian 

sasaran yang telah ditetapkan, baik keberhasilan maupun 

kegagalan. Capaian kinerja yang diukur adalah kinerja sasaran 

melalui indikator-indikator sasaran yang telah ditetapkan. Nilai 

capaian kinerja sasaran diperoleh dari implementasi, pelaksanaan 

program dan kegiatan dengan beberapa indikator yaitu input, output, 

outcomes. 

Pemerintah 

Kabupaten 

Batang Hari telah 

merencanakan/m

enetapkan 21 

sasaran untuk 

kurun waktu 5 

Tahun; melalui 

Rencana 

Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 

sampai dengan 2016. Penetapan sasaran yang hendak dicapai 

didasarkan atas lima misi sebagaimana telah disampaikan di Bab II.  
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LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

Kabupaten Batang Hari 

MISI 1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjalankan 

kebijakan pembangunan  ekonomi dengan prinsif-prinsif ekonomi 

kerakyatan; 

 

Sasaran 1 Terwujudnya Peningkatan Kualitas 
Infrastruktur Pelayanan Umum 

 

Sektor infrastruktur merupakan salah satu sektor vital yang 

cukup penting dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi,dan 

merupakan sektor antara yang menghubungkan berbagai macam 

aktivitasekonomi.Pembangunan prasarana jalan, sebagai salah satu 

sub sektor infrastruktur, memilikifungsi aksesibilitas untuk 

membuka daerah kurang berkembang dan fungsi mobilitas 

untukmemacu daerah yang telah berkembang. 

Kabupaten Batang Hari yang sebagian besar masyarakatnya 

menggantungkan hidupnya terhadap sektor pertanian, terutama 

perkebunan membutuhkan sarana parasarana transportasi jalan 

yang baik, termasuk sarana infrastruktur pendukung lainnya.Oleh 

karena itu pembangunan infrasturuktur jalan merupakan salah satu 

fokus utama dalam pembangunan  Kabupaten Batang Hari periode 

Tahun 2011-2016.  Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan 

prasarana infrastruktur di perdesaan diharapkan berdampak 

terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan dalam mewujudkan cita-

cita Batang Hari Berlian 2016. Beberapa aspek penting yang menjadi 

perhatian dalam proses pembangunan infrastruktur diwilayah ini 

antara lain mengupayakan rumah yang layak bagi masyarakat, 

peningkatan kualitas infrastruktur jalan, penyediaan energi listrik 

yang dapat menjangkau seluruh wilayah kabupaten dan penyediaan 

ruang kelas belajar yang memadai bagi peserta didik.  Perbaikan 

infrastruktur diharapkan juga berdampak terhadap nilai tukar 

petani Batang Hari. 

Indikator untuk mengukur capaian sasaran terwujudnya 

pembangunan infrastruktur pelayanan umum yaitu: 
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LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

Kabupaten Batang Hari 

 

 
 
 

Tabel 3.1. 
Target dan Realisasi Kinerja Terwujudnya Peningkatan Kualitas 

Infrastruktur Pelayanan Umum, Tahun 2014 

 
 

NO INDIKATOR 
CAPAIAN 

2013 

TAHUN 2014 % 
REALISASI 
CAPAIAN 

2014 

TARGET 
AKHIR 

RENSTRA 
2016 

CAPAIAN 
S/D 2014 

TERHADAP 
2016 (%) 

TARGET REALISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Rasio rumah layak huni 253.59 42.00 135.30 322.14 45 300.6 

2 
Persentase panjang jalan 
kabupaten  dalam kondisi 
baik 

142.08 36.20 50.57 139.70 44.2 114.41 

3 
Jumlah desa/kelurahan 
yang dialiri listrik 

104.60 110.00 113.00 102.73 113 100 

4 
Persentase Ruang Kelas 
kondisi baik 

111.40 79.00 87.65 110.95 80 109.56 

5 NTP 92.47 98.00 95.06 97.00 102 93.19 

 
Rata - Rata 140.82 

  
154.50 100% 143.55% 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran 

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Umum 

sebesar 154.50  % . Bila dibandingkan Tahun 2013 dengan capaian 

kinerja sebesar 140,82 % , maka terdapat peningkatan capaian 

sebesar 13,68 % , satu capaian yang cukup tinggi. Artinya hampir 

semua indikator sasaran Terwujudnya Kualitas Infrastruktur 

Pelayanan Umum meningkat setiap Tahunnya. Dan dibandingkan 

dengan target akhir tahun 2016 mencapai 143, 55 % maka 

Kabupaten Batang Hari telah melampaui target yang ditetapkan oleh 

RPJMD sebesar 43.55%. 
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LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

Kabupaten Batang Hari 

Grafik. 3.1 

Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Terwujudnya 

Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Umum,  
Tahun 2011 s/d Tahun 2014 

 

 
 

 

Sasaran 2 Tersedianya Lapangan Pekerjaan Melalui 

Pendekatan Ekonomi Kerakyatan 

Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis 

pada kekuatan ekonomi rakyat dalam mempertahankan 

kehidupannya,dimana ekonomi rakyat sendiri merupakan kegiatan 

ekonomi yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan secara swadaya 

mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan 

dan dikuasainya dalam mempertahankan kehidupannya. Ekonomi 

kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha 

bersama dimana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua 

dibawah pimpinan atau pengendalian anggota masyarakat. 

Penerapan azas-azas ekonomi kerakyatan  ini terkait langsung 

dengan semua kegiatan  ekonomi masyarakat terutama dalam sektor 

pertanian,peternakan, perkebunan rakyat, perikanan, industri dan 

kerajinan sereta bidang jasa.  

          Pemerintah Kabupaten Batang Hari pada Tahun 2014 dalam 
mewujudkan sasaran Tersedianya Lapangan Pekerjaan Melalui 
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Kabupaten Batang Hari 

Pendekatan Ekonomi Kerakyatan diupayakan melalui pencapaian 2 

(Dua) inidikator utama yang sasaran dan realisasinya seperti pada 
tabel berikut.  
 

Tabel 3.2 
Target dan Realisasi Kinerja Tersedianya  lapangan pekerjaan 

melalui pendekatan ekonomi kerakyatan, Tahun 2014 
 

NO SASARAN/INDIKATOR 
CAPAIAN 

2013 

TAHUN 2014 % 
REALISASI 
CAPAIAN 

2014 

TARGET 
AKHIR 

RENSTRA 
2016 

CAPAIAN 
S/D 2014 

TERHADAP 
2016 (%) 

TARGET REALISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Rasio Penduduk yang 
Bekerja 

134.72 73.2 94.06 128.49 75,00 125.41  

2 
Tingkat Pertumbuhan 
Angkatan Kerja yang 
Terdaftar 

58.45 17.48 24.09 137.81 17,68 136.25  

  Rata-rata 98.58     133.15 100%  130.83%  

           
Indikator Kinerja Rasio Penduduk yang berkerja ditargetkan 73,20 %  
dari keseluruhan angkatan kerja penduduk yang belum mendapat 

pekerjaan tetap di Kabupaten Batang Hari. Realisasinya mencapai 
94,06 %  dengan demikian capaian kenerjanya 128,49  % .Ini 
menunjukkan capaian kinerja yangsangat baik untuk Tahun 2014. 

Selain itu, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja 4 
(emat) Tahun terakhir target akhir relisasinya 124,24% dan capaian 

ini telah menyumbang sebanyak 125,41  %  dari target akhir RPJMD 
untuk Rasio Penduduk Yang BerkerjaTahun 2016 sebesar 75,00  % . 
 

        Tahun 2014 Indikator Kinerja Tingkat Pertumbuhan Angkatan 
Kerja Yang Terdaftar ditargetkan 17,48 %  dari keseluruhan 

angkatan kerja penduduk Kabupaten Batang Hari. Realisasinya  
24,09%  dengan demikian capaian kenerjanya 137,81  % .Ini 
menunjukkan capaian kinerja pada Tahun 2014 sangat baik.Bila 

dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja 4 (empat) Tahun 
terakhir target akhir relisasinya 114,23 %  dan capaian kinerja pada 
Tahun 2014 ini telah menyumbang sebanyak  136,26 %  dari target 

akhir RPJMD untuk Tingkat Angkatan Kerja Yang Terdaftar Tahun 
2016 sebesar 17,68  % . Dan dibandingkan dengan target akhir 

tahun 2016 mencapai 130.83 % maka Kabupaten Batang Hari telah 
melampaui target yang ditetapkan oleh RPJMD sebesar 30.83%.  
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LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

Kabupaten Batang Hari 

Grafik. 3.2 

Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Tersedianya  lapangan 
pekerjaan melalui pendekatan ekonomi kerakyatan,  

Tahun 2011 s/d Tahun 2014 
 

 

Sasaran 3 Terciptanya Peningkatan Daya Saing Perekonomian 

Daerah Skala Regional dan Nasional 

 

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang 

semakin dinamis maka diperlukan upaya pembinaan, 

pengembangan dan inovasi secara lebih terarah dan terpadu 

sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 

kemajuan pembangunan daerah. Proses menuju kemandirian suatu 

daerah dalam era globalisasi saat ini tidak terlepas dari daya saing. 

Daya saing tidak hanya berorientasi pada indikator ekonomi, tetapi 

juga pada kemampuan daerah dalam menghadapi tantangan dan 

persaingan global. Daya saing juga menunjukkan kemampuan suatu 

daerah dibandingkan dengan daerah lain dalam menetapkan strategi 

yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga 

daya saing daerah perlu terus ditingkatkan agar peran pentingnya ini 

bisa berkelanjutan, ada lima elemen yang harus diperhatikan daerah 

guna meningkatkan daya saingnya. Pertama adalah bagaimana 

menjaga iklim ekonomi di daerah tersebut dapat terjaga melalui 

kebijakan-kebijakan yang dibuat pemda setempat, dimana 
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perekonomian daerah merupakan ukuran kinerja secara umum 

perekonomian makro daerah seperti penciptaan nilai tambah, 

produktivitas sektoral, kemampuan keuangan daerah dari sisi 

penerimaan maupun sisi pengeluaran, investasi, laju inflasi serta 

keterbukaan daerah terhadap arus barang dan jasa antar daerah 

maupun dengan luar negeri.Kedua, kualitas sumber daya manusia 

dan ketenagakerjaan di daerah tersebut. Misalnya, sikap dan nilai 

yang dianut oleh tenaga kerja juga menentukan daya saing suatu 

daerah.Ketiga, menjaga iklim usaha yang kondusif. Keempat, 

ketersediaan infrastruktur SDA dan lingkungan. Kelima, akses 

perbankan dan lembaga keuangan, disamping itu juga meningkatkan 

daya saing banyak faktor yang harus diperhatikan antara lain; 

memetakan potensi daerah, memperkuat insfrastruktur ekonomi 

termasuk SDM nya, menciptakan inovasi produk, mendorong 

ekonomi rakyat dengan meningkatkan penggunaan produksi lokal, 

serta dukungan pemerintah yang intens. 

  

Pencapaian kinerja sasaran Terciptanya peningkatan daya 

saing perekonomian daerah skala regional dan nasioanl diukur 

melalui pencapaian indikator kinerja sebagaiberikut : 

 
Tabel 3.3 

Target dan Realisasi Kinerja Terciptanya Peningkatan Daya Saing 

Perekonomian Daerah Skala Regional dan Nasional, Tahun 2014 

 

NO SASARAN/INDIKATOR 
CAPAIAN 

2013 

TAHUN 2014 % 
REALISASI 
CAPAIAN 

2014 

TARGET 
AKHIR 

RENSTRA 
2016 

CAPAIAN 
S/D 2014 

TERHADAP 
2016 (%) 

TARGET REALISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Jumlah perusahaan yang 
menerapkan ISO 

100 1 1 100 2 50 

2 
Jumlah komoditi produksi 
potensial daerah yang 
sudah SNI 

100 1 1 100 1 100 

 
Rata-rata 100 

  
100 100% 75% 

 
Tabel di atas memperlihatkan bahwa capaian kinerja sasaran 

terciptanya peningkatan daya saing perekonomian daerah skala 
regional dan nasional pada Tahun 2014 adalah tetap sebesar 100  % 
sama pada Tahun 2013. Dan  dibandingkan pada Tahun 2012 
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dengan capaian kinerja 0  % , maka terdapat peningkatan yang 

sangat signifikan sebesar 100  % . untuk tahun 2014 target tercapai 
100% dan dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah mencapai 
75%. 

Grafik. 3.3 

Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Terciptanya Peningkatan Daya 
Saing Perekonomian Daerah Skala Regional dan Nasional,  

Tahun 2011 s/d Tahun 2014 

 

  

 

Sasaran 4 Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif 

  

Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah melakukan 

kajian bahwa saat ini masih banyak daerah yang menilai 

keberhasilan otonomi daerah adalah dengan meningkatnya 

pendapatan asli daerah. Tinggi rendahnya pendapatan asli daerah 

digunakan sebagai parameter untuk mengukur keberhasilan dari 

pelaksanaan otonomi daerah.Target peningkatan PAD ini seringkali 

memicu munculnya berbagai kebijakan yang kontraproduktif 

(counter productive) terhadap iklim usaha dan investasi. 

Sementara itu iklim investasi yang kondusif juga dapat 

meningkatkan kegiatan ekonomi, baik berskala besar maupun 
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kegiatan ekonomi kerakyatan sehingga mendongkrak kemampuan 

pemda, swasta dan masyarakat. Kegiatan ekonomi yang bergairah 

akan mampu menciptakan pasar tenaga kerja, iklim usaha yang 

kompetitif, meningkatkan perputaran uang dan mendatangkan 

pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi. 

Langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten 

Batang Hari pada Tahun 2014 untuk mewujudkan terciptanya iklim 

investasi yang kondusif dapat dilihat dari beberapa indikator makro 

daerah berikut ini. 

Tabel 3.4 

Target dan Realisasi Kinerja Terciptanya Iklim Investasi yang 
Kondusif,Tahun 2014 

 

NO SASARAN/INDIKATOR 
CAPAIAN 

2013 

TAHUN 2014 % 
REALISASI 
CAPAIAN 

2014 

TARGET 
AKHIR 

RENSTRA 
2016 

CAPAIAN 
S/D 2014 

TERHADAP 
2016 (%) 

TARGET REALISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Nilai Investasi PMDN 188.99 1.06 0.29 30 1,60 30.74 

2 Nilai Ekspor 90.67 1.51 1.093 80 1,53 71.43 

3 Nilai Impor 85 2.1 0.31 20 2,3 13.47 

 
Rata-rata 121.55 

  
43.33 100% 38.54 

 
Pada Tahun 2014 capaian kinerja dalam rangka menciptakan  iklim 

investasi yang kondusif menunjukan bahwa capaian kinerja masih 

dibawah capaian yang diharapkan itu tergambar ketiga indikator 

kinerja yang masih berada dibawah 80  %  yaitu baik nilai investasi 

PMDN, nilai ekspor dan nilai impor % . Hal ini terlihat jelas pada 

grafik dibawah ini. 

Dari grafik diatas memperlihatkan bahwa rata-rata capaian 

kinerja sasaran terciptanya iklim investasi yang kondusif pada 

Tahun 2014 sebesar 43.33  % , bila dibandingkan Tahun 2013 

dengan capaian kinerja sebesar 121.55 %  
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Grafik. 3.4 

Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Terciptanya  
Iklim Investasi yang Kondusif,  

Tahun 2011 s/d Tahun 2014 

 

 

Sasaran 5 Terciptanya Pengurangan Jumlah Penduduk 

Miskin 

 

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang 

memerlukan penangangan secara menyeluruh dan bersama dengan 

mengedepankan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak 

dasar manusia.Indikator kemiskinan terjadi bukan semata karena 

kurangnya pendapatan, tetapi karena tidak terpenuhinya hak-hak 

dasar masyarakat miskin untuk mempertahankan dan memenuhi  

kehidupan yang bermartabat sebagai bagian  dari hak manusia yang 

paling azasi. Kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan 

memandang bahwa pendekatan hak dasar  manusia menjadi titik 

tolak paling esensial untuk menghormati dan melindungi setiap 

masyarakat. Pemerintah telah menyusun strategi nasional 

penanggulangan kemiskinan (SNPK) yang melibatkan lintas pelaku 

pembangunan secara partisipatif yang ditindaklanjuti dengan 

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai 

pedoman bersama antara pemerintah daerah, pihak swasta dan 

masyarakat untuk mengatasi akar persoalan kemiskinan yang terjadi 
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di daerah sesuai dengan karakteristik dan sumber daya yang 

tersedia. 

Strategi nasional penanggulangan kemiskinan menggunakan 

pendekatan berbasis hak sebagai pendekatan utama untuk 

mencapai tujuan pembangunan millinium. Kebijakan dan hak-hak 

dasar yang menjadi target adalah pemenuhan hak dasar pangan, 

pemenuhan hak atas pendidikan, pemenuhan hak atas layanan 

kesehatan, pemenuhan hak atas pekerjaan dan kesempatan 

berusaha, pemenuhan hak atas tanah, pemenuhan hak atas air 

bersih dan aman serta sanitasi, pemenuhan hak atas sumber daya 

alam dan lingkungan hidup, pemenuhan hak untuk berpartisipasi, 

pemenuhan hak atas rasa aman dan pemenuhan hak atas 

perumahan.  

Tabel 3.5 

Target dan Realisasi Kinerja Terciptanya Pengurangan Jumlah 
Penduduk Miskin, Tahun 2014 

 

NO SASARAN/INDIKATOR 
CAPAIAN 

2013 

TAHUN 2014 % 
REALISASI 
CAPAIAN 

2014 

TARGET 
AKHIR 

RENSTRA 
2016 

CAPAIAN 
S/D 2014 

TERHADAP 
2016 (%) 

TARGET REALISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Persentase  Penduduk 
miskin diatas garis 
kemiskinan 

64.86 16.8 10.42 137.97 18,21 174.76 

2 
Tingkat kedalaman 
kemiskinan 

80 0.6 0.95 41.66 0,4 42.10 

3 
Jumlah tingkat keparahan 
kemiskinan 

92.3 0.11 0.14 72.72 0,07 50 

 
Rata-rata 79.05 

  
84.12 100 88.95 

 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran 

Terciptanya Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin sebesar 84.12  

% . Bila dibandingkan Tahun 2013 dengan capaian kinerja sebesar 

79.05 % , maka terdapat peningkatan capaian sebesar 5.07 %. Dan 

dibandingkan dengan target akhir tahun 2016 mencapai 88.95 %.  
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Grafik. 3.5 

Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Terciptanya  
Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin,  

Tahun 2011 s/d Tahun 2014 

 

 
 

Tabel 3.6 
Efisensi Penyerapan Anggaran dan Capaian  

Indikator Sasaran pada Misi 1 

 

NO SASARAN/INDIKATOR 
% CAPAIAN 
KINERJA (> 

100%) 

ANGGARAN 
 

PENYERAPAN  
ANGGARAN 

TINGKAT 
EFISENSI 

1 
Terwujudnya peningkatan 
kualitas infrastruktur 
Pelayanan Umum. 

154,50 209.846.155.633 200.612.324.757 4,40 

2 

Tersedianya  lapangan 
pekerjaan melalui 
pendekatan ekonomi 
kerakyatan. 

133,15 210.367.000 197.577.000 6,76 

3 

Terciptanya peningkatan 
daya saing perekonomian 
daerah skala regional dan 
nasional 

100,00 262.729.500 237.487.130 9,61 

4 
Terciptanya iklim 
investasi yang kondusif. 

43,33 217.255.000 207.900.400 4,31 

5 
Terciptanya pengurangan 
jumlah penduduk miskin. 

84,12 83.430.000 78.713.000 5,65 

   210.619.937.133 201.334.002.287  
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Untuk Efisensi Penyerapan Anggaran dan Capaian Indikator Sasaran pada 
Misi 1 disediakan anggaran sebesar Rp. 210.619.937.133 dan telah 
terserap sebesar Rp. 201.334.002.287. terjadi efesiensi anggaran sebesar            
Rp 9.285.934.846. 
 

Tabel 3.7 

 Realisasi Kinerja Dan Anggaran Misi 1 

 

NO SASARAN 

KINERJA ANGGARAN PROGRAM / KEGIATAN 

TARGET REALISASI 
%  

REALISASI 
TARGET REALISASI 

%  
REALISASI 

1 

Terwujudnya 
peningkatan kualitas 
infrastruktur Pelayanan 
Umum. 

42,00 135,30 322,14 

209.846.155.633 200.612.324.757 95,60 

36,20 50,57 139,70 

110,00 113,00 102,73 

79,00 87,65 110,95 

98,00 95,06 97,00 

2 

Tersedianya  lapangan 
pekerjaan melalui 
pendekatan ekonomi 
kerakyatan. 

73,2 94,06 128,49 

210.367.000 197.577.000 93,24 
17,48 24,09 137,81 

3 

Terciptanya 
peningkatan daya saing 
perekonomian daerah 
skala regional dan 
nasional 

1 1 100 

262.729.500 237.487.130 90,39 

1 1 100 

4 
Terciptanya iklim 
investasi yang kondusif. 

1,06 0,29 30 

217.255.000 207.900.400 95,69 1,51 1,093 80 

2,1 0,31 20 

5 
Terciptanya 

pengurangan jumlah 
penduduk miskin. 

16,8 10,42 137,97 

83.430.000 78.713.000 94,35 0,6 0,95 41,66 

0,11 0,14 72,72 
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MISI 2 . Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Kabupaten Batang 

Hari yang Agamis dan Berakhlak Mulia 
 

 Akhlak  dalam ajaran islam merupakan perbuatan manusia 

sebagai ekspresi atau unkapan dari kondisi jiwa, Akhlak meskipun 

berpangkal dari jiwa tapi ia tidak berhenti di dalam jiwa saja 

malainkan ternyatakan dalam perbuatan. 

Agama memiliki peranan penting dalam usaha menghapus 

krisis moral dengan menjadikan agama sebagai sumber moral. Allah 

SWT telah memberikan agama sebagai pedoman dalam manjalani 

kehidupan di dunia ini. 

Pembangunan agama sebagai bagian integral dari 

pembangunan nasional, sekaligus menjadi landasan moral dan etika 

dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemahaman dan 

pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung 

terwujudnya manusia yang religius, demokratis, mandiri, berkualitas 

sehat jasmani-rohani, serta tercukupi kebutuhan material-spiritiual.  

Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam mewujudkan 

kehidupan masyarakat yang agamis telah menetapkan salah satu 

misi dalam RPJMD ”Meningkatkan Kualitas Kehidupan Yang 

Agamis, Berakhlak Mulia, Yang Ditopang Oleh Kesadaran Saling 

Menghormati Dan Saling Mendukung Antara Ulama’ Dan Umaro”, 

yang dituangkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut : 

 

Sasaran 1 Terwujudnya Komunikasi Antara Ulama, Umaro dan 

Masyarakat dalam Praktek Kehidupan Beragama 

Di antara unsur terpenting dalam masyarakat dan Negara 

adalah peranan ulama dan umarodalam menciptakan kerukunan 

dan kondusifitas.Peran  Ulama menciptakan kondisi yang kondusif 

dalam kehidupan beragama dan antar umat beragama, sementara 

umaro menciptakan pembangunan yang merata yang bisa dinikmati 

semua lapisan masyarakat. 

Menjaga hubungan yang baik antara ulama dan umaro juga 

bisa diciptakan dalam sebuah pertemuan silaturahmi sehingga bisa 

terjalin kedekatan batiniah, rasa persaudaraan, menciptakan rasa 
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persatuan dalam suatu wilayah dan akan berdampak secara 

signifikan dalam menciptakan kondusifitas suatu wilayah. 

Tabel 3.8 

Target dan Realisasi Kinerja Terwujudnya Komunikasi Antara 
Ulama, Umaro dan Masyarakat dalam Praktek Kehidupan 

Beragama, Tahun 2014 

 

NO SASARAN/INDIKATOR 
CAPAIAN 

2013 

TAHUN 2014 % 
REALISASI 
CAPAIAN 

2014 

TARGET 
AKHIR 

RENSTRA 
2016 

CAPAIAN 
S/D 2014 

TERHADAP 
2016 (%) 

TARGET REALISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Jumlah usia sekolah yang 
hatam al qur'an 

107 4000 4210 112 6 70,17 

2 Jumlah kasus talak -50.50 85 281 -130.59 70 401,43 

 
Rata-rata 78.7 

  
-9.29412 100% 235.8% 

 

Terwujudnya komunikasi antara ulama’ umaro dan masyarakat 

dalam praktek kehidupan beragama dapat dilihat dari capaian 

kinerja sasaran sebesar 218 %, nilai capaian tersebut diperoleh 

berdasarkan indikator kinerja sasaran sebagai berikut : 

1. Jumlah anak usia sekolah yang khatam Al-Qur’an pada Tahun 

2014 sebanyak 4210 anak didik dari target yang ditetapkan 

Tahun 2014 sebanyak 4000 anak didik, dengan nilai capaian 

indikator sasaran sebesar 105 % . Disamping itu Pemerintah 

Kabupaten Batang Hari telah  menetapkan Peraturan Daerah No. 

17 Tahun 2013 tentang kewajiban mampu baca tulis Al-Qur’an  

dan melaksanakan sholat fardhu bagi siswa yang beragama 

Islam, dan telah didukungpula dengan Peraturan Bupati Nomor 

66 Tahun 2013 tentang petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi 

dan melaksanakan shalat fardhu bagi siswa yang beragama 

Islam, hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam 

meningkatkan kehidupan masyarakat Kabupaten Batang Hari 

yang Agamis dan Berakhlak Mulia.  Jumlah usia sekolah yang 

khatam Al-Qur’an Tahun 2014 terdiri dari :  
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- Siswa SD /MI sebanyak ......  913  anak didik 

- Siswa SMP/MTs sebanyak .. 1560  anak didik 

- Siswa SLTA/MA sebanyak ...1737  anak didik 

2. Tahun 2014 Kasus talak/cerai di Kabupaten Batang Hari 

sebanyak 281 kasus, sangat tinggi jika dibandingkan dengan 

target di RPJMD yang hanya 85 kasus. Namun demikian relatif 

menurun bila dibandingkan dengan jumlah kasus Tahun 

2013yang lalu sebanyak 239 kasus, atau turun sebanyak 40 

kasus. Menyikapi hal tersebut, pemerintah kabupaten Batang 

Hari melalui para pemuka agama, para da’i dan pengadilan 

agama berupaya memberikan bimbingandan penyuluhan kepada 

masyarakat akan pentingnya membangun kerukunan hidup 

berkeluarga, sertamelalui  pendidikan dan pengembangan 

sumber daya melalui kelompok-kelompok pengajian untuk 

menunjang perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih 

baik.   Upaya ini diharapkan dapat mengurangi kasus talak/cerai 

dimasyarakat. 

Pernikahan tidak selalu menghasilkan banyak tuntutan bagi 

orang-orang yang menjalaninya. Mulai dari kehidupan 

materialistit, fisik, keilmuan, ras, social masyarakat. Harapan –

harapan yang lebih tinggi itu terkadang lupa pada tanggung 

jawab masing-masing, oleh karena itu pasangan suami istri 

sangat perlu mengetahui arti pernikahan. Karena pernikahan 

merupakan jalan yang aman bagi manusia utuk dapat 

memelihara dan menyelamatkan keturunan secara baik dan sah, 

serta dapat menjaga martabat wanita sesuai dengan kodratnya. 
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Grafik. 3.6 

Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Terwujudnya Komunikasi 
Antara Ulama, Umaro dan Masyarakat  
dalam Praktek Kehidupan Beragama,  

Tahun 2011 s/d Tahun 2014 

 

 

Sasaran 2 Terwujudnya Peran Serta Lembaga Keagamaan 

Dalam Pembangunan 

 

Betapa pentingnya kedudukan agama dalam pembangunan, karena 

agama tidak hanya sekedar pembinaan kesusilaan semata, tetapi 

juga sebagai pengarahan dan pendorong umatnya untuk berperan 

aktif bersama-sama dalam membangun masyarakat, bangsa dan 

Negara dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan yakni 

pembangunan disegala bidang termasuk pembangunan manusia 

demi kehidupan masyarakat yang damai ,tentram,adil dan makmur. 

 Melalui motifasi keagamaan dapat mendorong seseorang untuk 

berkorban baik dalam bentuk materi maupun tenaga atau pikiran. 

Pengorbanan seperti ini sesuai dengan ajaran agama yang di 

peluknya, baik secara pribadi maupun secara kelompok, ajaran 

agama oleh penganutnya dianggap sebagai norma, sehingga dalam 
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hal ini agama dapat berfungsi sebagai pengawasan social secara 

individu maupun kelompok, 

Hal serupa juga dilakukan di Kabupaten Batang Hari dalam  

kegiatan sosial keagamaan.  Di berbagai daerah  berdiri panti asuhan 

anak yatim, perawatan orang jompo, pembangunan klinik, rumah 

sakit, gerakan pengentasan kemiskinan dan lain-lain. Gerakan itu  

muncul  atas inisiatif dan prakarsa masyarakat melalui lembaga 

keagamaan diantaranya adanya  kelompok yasinan MUI, NU, LPTQ, 

Muhammadiyah, MDI, Muslimat NU, Fatayat NU, Festival Anak Soleh 

Indonesia (FASI) dan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT).  Gerakan  

itu dirintis dan diselenggarakan tanpa menunggu bantuan dan 

pembiayaan dari pemerintah, namun demikian Pemerintah 

Kabupaten Batang Hari berkomitmen meningkatkan peran lembaga 

ini dalam proses pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan. 

Beberapa bentuk kegiatan pokok yang dilakukan dalam rangka 

mewujudkan peran serta lembaga keagamaan dalam pembangunan 

pada Tahun 2014 antara lain : 

1. Pemberdayaan lembaga-lembaga sosial keagamaan seperti 

kelompok-kelompok pengajian dan organisasi keagamaan. 

2. Memberikan bantuan dana melalui APBD kepadapengelola 

lembaga sosial keagamaan, yaitu Panti asuhan sebanyak 8 buah 

panti terdiri dari Panti Asuhan Darma Ibu, Panti Asuhan 

Muhamadiah, Panti Asuhan Umul Masakin,Panti Asuhan 

Irsyadul Ibad, Panti Asuhan  Darul Qur’án, Panti Asuhan Nurul 

Jadid dan Panti Asuhan Tiara Bakti (SDLB) dan Panti 

Hidayatuttulab dengan total dana sebesarRp. 868.540.000,- 

3. Memberikan bantuan penyelenggaraan Peringatan Hari Besar 

Islam Tingkat Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 dengan total 

dana sebesar Rp.552.000.000.- 

4. Memberikan bantuan untuk kegiatan – kegiatan yang 

diselenggarakan oleh MUI Kabupaten batang Hari diantaranya 

pelaksanaan kegiatan  Safari Ramadhan serta kegiatan 

keagamaan lainnya, dengan total dana sebesar Rp. 

1.426.400.000,- 
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5. Memberikan bantuan kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil 

Qur’an (LPTQ) untuk penyelenggaraan pendidikan keagamaan,  

pengiriman peserta diklat qori-qoriah, trening center (TC) dan 

pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur’an Tingkat Kabupaten 

Batang Hari serta Pengiriman peserta ke Tingkat Provinsi Jambi 

dengan dukungan dana sebesar Rp.9.790.000.000,-. 

6. Penguatan jaringan komunikasi antar umat beragama dalam 

bentuk pertemuan Forum Keagamaan Umat Beragama (FKUB) 

Kabupaten Batang Hari, dengan total dana sebesar 

Rp.165.500.000,- 

7. Penguatan jaringan kerja sama lintas sektoral serta masyarakat 

untuk memberantas pornografi, pornoaksi, praktik KKN, 

penyalahgunaan narkoba, perjudian, prostitusi dan berbagai 

jenis praktik asusila.  

Peran serta lembaga sosial keagamaan sangat diharapkan 

dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan 

fisik maupun spiritual.Indikator keberhasilan peran serta lembaga 

keagamaan dalam pembangunan dapat dilihat dari keterlibatan 

lembagasosial keagamaan dalam Kabupaten Batang Hari sebanyak 

21 lembaga sosial keagamaan, 16 pondok pesantren dan 210 unit 

Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA). 

Adapun capaian indikator kinerja sasaran 2 sebagaimana tabel 

berikut : 

Tabel 3.9 
Target dan Realisasi Kinerja Terwujudnya Peran Serta Lembaga 

Keagamaan Dalam Pembangunan Tahun 2014 

  

NO SASARAN/INDIKATOR 
CAPAIAN 

2013 

TAHUN 2014 % 
REALISASI 
CAPAIAN 

2014 

TARGET 
AKHIR 

RENSTRA 
2016 

CAPAIAN 
S/D 2014 

TERHADAP 
2016 (%) 

TARGET REALISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 
a Persentase kegiatan 

pembangunan yang 
melibatkan lembaga 
keagamaan secara aktif 

4.94 65 20.5 31.55 70 29,29  

  Rata-rata 4.94     31.55   29.29  
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Capaian indikator terhadap lembaga yang melakukan kegiatan 

pembangunan keagamaan secara aktif pada Tahun 2014 sebesar 

31,55 % dengan realisasi 20,5 % , capaian ini meningkat bila 

dibandingkan dengan Tahun 2013 sebesar 4,94  % . 

Nilai capaian kinerja sasaran Terwujudnya peran serta 

lembaga keagamaan dalam pembangunan Tahun 2014 meningkat, 

jika dibandingkan dengan nilai capaian Tahun 2013 sebesar 4,94 %  

maka terdapat peningkatan capaian kinerja sasaran sebesar 26,61 

%. Untuk Tahun 2014 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 

2016 hanya mencapai 29,29%. 

Nilai capaian tersebut disebabkan dari jumlah lembaga yang 

melaksanakn kegiatan kegiatan pembangunan keagamaan Tahun 

2014 sebanyak 8 lembaga yang melibatkan lembaga keagamaan 

secara aktif atau sebesar 20,5 % dari total lembaga keagamaan 

sebayak 39 lembaga. 

Grafik. 3.7 

Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja  

Terwujudnya Peran Serta Lembaga Keagamaan Dalam Pembangunan,  

Tahun 2011 s/d Tahun 2014 
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Sasaran 3 Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Kuantitas 

Sarana dan Prasarana Keagamaan 

 

Upaya mewujudkan peningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakat yang agamis, berakhlak mulia yang ditopang dengan 

kesadaran saling menghormati dan saling mendukung antara ulama’ 

dan umaro’ maka dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana 

keagaamaan yang memadai. Untuk menciptakan kehidupan 

beragama yang aman dan damai, Pemerintah Kabupaten Batang Hari 

berupaya melalui beberapa program kegiatan Tahun 2014 sebagai 

berikut : 

1. Peningkatan pembangunan Rumah Ibadah 

Bantuan dana sebesar Rp.147.000.000,- untuk pembangunan 79 

unit Rumah Ibadah dari Pemerintah Kabupaten Batang Hari . 

2. Pemberian Dana Operasional Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) 

kepada 21.605 siswa pada   203 unit DTA, dana bantuan 

tersebut diberikan berdasarkan jumlah siswa pada setiap DTA 

dengan jumlah bantuan yang telah disalurkan pada Tahun 2014 

sebesar Rp.1.620.375.000,- 

3. Merehabilitasi sarana prasarana lembaga sosial keagamaan dan 

lembaga pendidikan keagamaan melalui kegiatan PNPM mandiri 

pedesaan dan PNPM terintegrasi Tahun 2014 sebanyak 6 unit 

dengan rincian 

- Pembangunan gedung DTA baru sebanyak 4 unit 

- Perehapan/penambahan lokal gedung DTA sebanyak 2 Unit 

 Capaian sasaran peningkatan kualitas dan kuantitas sarana 

dan prasarana keagamaandiukur melalui indikator berikut ini. 
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Tabel 3.10 

Target dan Realisasi Kinerja Terwujudnya Peningkatan Kualitas 
dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Keagamaan Tahun 2014 

 

NO SASARAN/INDIKATOR 
CAPAIAN 

2013 

TAHUN 2014 % 
REALISASI 
CAPAIAN 

2014 

TARGET 
AKHIR 

RENSTRA 
2016 

CAPAIAN 
S/D 2014 

TERHADAP 
2016 (%) 

TARGET REALISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Jumlah DTA 94.78 235 218 94.78 245 88,98 

2 
Persentase DTA dalam 
kondisi baik 

134 70 87 124.28 80 108,75 

 
Rata-rata 114.39 

  
109.53 

 
98.86% 

 

Capaian  indikator kinerja terhadap jumlah DTA dan  Persentase 

DTA dalam kondisi baik secaca keseluruhan terjadi penurunan 

sebesar 9,01  % , dari 218 jumlah DTA yang terbagun. Ini 

disebabkan belum tercapainya pembangunan jumlah DTA sebanyak 

17 Unit dari yang di targetkan sebesar 235 Unit 

Nilai capaian kinerja jumlah DTA dalam kondisi baik 

sebesar80,45  % .Nilai capaian ini diperoleh melalui kegiatan 

pembangunan DTA sebanyak 218 unit dari target yang ditetapkan 

sebanyak 235 unit Tahun 2014, jika dibandingkan Tahun 2013 

terdapat penambahan DTA sebanyak 3 unit melalui kegiatan PNPM 

Mandiri pedesaan.   Jumlah DTA  yang ditargetkan dalam RPJMD 

sebanyak 235 Unit , sedangkan sampai Tahun 2014 sudah terbagun 

senayak 218 Unit, berarti, berarti jumlah yang belum terbangun 

sebanyak 17 Unit atau 42,5  % . 

Secara kumulatif capaian kinerja sasaran terwujudnya 

peningkatan dan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana 

keagamaan dengan nilai capaian sebesar 109,53 % , jika 

dibandingkan dengan nilai capaian kinerja Tahun 2013 sebesar 118, 

54  % , maka terjadi penurunan nilai capaian sebesar  92,39 % , hal 

tersebut disebabkan karena terdapat peningkatan jumlah target 

indikator kinerja yang ditetapkan pada Tahun 2014. Namun 

demikian nilai capaian kinerja sasaran Terwujudnya Peningkatan 

Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Keagamaan masih 

cukup baik.  
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Grafik. 3.7 

Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Terwujudnya 
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana 

Keagamaan, Tahun 2011 s/d Tahun 2014 
 

 
 
 

Tabel 3.11 
Efisensi Penyerapan Anggaran dan Capaian 

Indikator Sasaran pada Misi 2 

 

NO SASARAN/INDIKATOR 
% CAPAIAN 
KINERJA (> 

100%) 

ANGGARAN 
 

PENYERAPAN  
ANGGARAN 

TINGKAT 
EFISENSI 

1 

Terwujudnya komunikasi 
antara ulama, umaro dan 
masyarakat dalam praktik 
kehidupan beragama 

(9,29) 15.919.491.800 15.593.184.600 2,05 

2 
Terwujudnya peran serta 
lembaga keagamaan dalam 
pembangunan 

31,55 329.159.400 170.060.000 48,34 

3 
Terwujudnya peran serta 
lembaga keagamaan dalam 
pembangunan 

109,53 15.590.332.400 15.423.124.600 1,07 

   31.838.983.600 31.186.369.200  

 
Untuk Efisensi Penyerapan Anggaran dan Capaian Indikator Sasaran pada 
Misi 2 disediakan anggaran sebesar Rp. 31.838.983.600  dan telah terserap 

sebesar Rp. 31.186.369.200 terjadi efesiensi anggaran sebesar Rp 

652.614.400. 
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Tabel 3.12 

Realisasi Kinerja Dan Anggaran Misi 2 

 

 

MISI 3.  MEWUJUDKAN KUALITAS PELAYANAN DASAR 
MASYARAKAT, PROFESIONALISME dAN 
INTEGRITAS APARATUR 

 
Tuntutan untuk mewujudkan pelayanan yang baik harus ditunjang 

oleh aparatur yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya serta birokrasi yang bersih dan 

berwibawa.Birokrasi yang baik didasarkan pada perwujudan 

perilaku aparatur yang berintegritas dan profesional.Harapannya 

adalah agar kualitas pelayanan terhadap masyarakat dapat 

ditingkatkan.Hal ini menjadi indikator kesuksesan 

pemerintahandalam memberikan pelayanan publik.   

Permasalahannya adalah, pemerintah belum dapat menyediakan 

pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan tuntutan yang 

dihadapi.  Kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan beragam 

menuntut aparatur yang memiliki integeritas yang tinggi dan 

profesional. 

Seiring hal di atas maka perlu dilakukan tindakan untuk 

pengembangan sumber daya aparatur.  Beberapa masalah atau 

NO SASARAN 

KINERJA ANGGARAN PROGRAM / KEGIATAN 

TARGET REALISASI 
  

TARGET REALISASI 

6 
  

Terwujudnya 
komunikasi antara 
ulama, umaro dan 
masyarakat dalam 
praktik kehidupan 
beragama 

4000 4210 112 
                

15.919.491.800  
  

                
15.593.184.600  

  

                           
97,95  

  85 281 -130,59 

7 

Terwujudnya Peran 
Serta Lembaga 
Keagamaan Dalam 
Pembangunan 

65 20,5 31,55 
                       

329.159.400  
                       

170.060.000  
                           

51,66  

8 
  

Terwujudnya 
Peningkatan Kualitas 
dan Kuantitas Sarana 
dan Prasarana 
Keagamaan 

235 218 94,78 
                

15.590.332.400  
  

                
15.423.124.600  

  

                           
98,93  

  70 87 124,28 
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alasan utama yang perlu dilakukan pengembangan sumber daya 

aparatur antara lain sebagai berikut :  

1. Belum optimalnya pengetahuan dan kemampuan aparatur untuk  

melaksanakan tugas dan fungsinya;  

2. Masih kurangnya pemahaman aparatur tentang tugas pokok dan 

fungsi organisasi;  

3. Rendahnya pemahaman sebagian aparatur tentang aturan 

kepegawaian;  

4. Semakin beragamnya tuntutan masyarakat akan pelayanan 

publik yang berkualitas;  

 
Mengacu kepada RPJMD Batang Hari 2011 – 2016, menuntut 

sumberdaya aparatur yang memiliki kemampuan teknis 

administarasi dan teknis manajerial.  Oleh karena itu untuk 

mewujudkan kualitas pelayanan dasar masyarakat, profesionalisme 

dan integritas aparatur di Pemerintah Kabupaten Batang Hari 

ditempuh melalui sasaran-sasaran sebagai berikut : 

 
Sasaran 1 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya 

Manusia   Masyarakat 

Menghadapi era globalisasi, diperlukan sumber daya manusia 

berkualitas yang memenuhi kriteria kualitas fisik dan kesehatan, 

intelektual (pengetahuan dan keterampilan), dan kualitas mental 

spiritual (kejuangan).  

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu 

masalah yang harus diatasi secara komprehensif. Beberapa upaya 

yang telah dan sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang 

Hari untuk mengatasi rendahnya tingkat pendidikan antara lain : 

(1) Memperluas kesempatan belajar, baik melalui jalur pendidikan 

sekolah maupun luar sekolah.   

(2) Meringankan dan atau membebaskan biaya pendidikan, terutama 

bagi masyarakat yang tidak mampu, memberikan beasiswa bagi 

siswa yang berprestasi, sesuai dengan amanat Undang-undang 

Dasar 1945. 
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(3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana 

pendidikan seperti gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, 

media pembelajaran. 

Selain pendidikan, kesehatan penduduk merupakan faktor 

penting yang perlu ditingkatkan untuk mewujudkan sumberdaya 

yang berkualitas. Paradigma sehat merupakan suatu strategi 

pembangunan kesehatan yang memandang masalah kesehatan 

sebagai suatu variabel kontiniu direncanakan dalam suatu sistem 

desentralisasi.  

Tabel 3.13 

Target dan Realisasi Kinerja Terwujudnya Peningkatan Kualitas 
Sumber Daya Manusia Masyarakat 2014 

 

NO SASARAN/INDIKATOR 
CAPAIAN 

2013 

TAHUN 2014 % 
REALISASI 
CAPAIAN 

2014 

TARGET 
AKHIR 

RENSTRA 
2016 

CAPAIAN 
S/D 2014 

TERHADAP 
2016 (%) 

TARGET REALISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Angka melek huruf 100.84 99.31 99.98 100.67 99.7 
            

100,28  

2 
Angka rata-rata lama 
sekolah 

101.02 7.96 7.95 99,87 8.17 
               

97,31  

3 Angka putus sekolah 105.77 0.3 0.33 90 0.28 
            

117,86  

4 Angka usia harapan hidup 98.96 70.35 69.4 98.65 70.8 
               

98,02  

5 
Angka kematian bayi (per 
1.000 kelahiran hidup) 

126.73 5.8 4.29 126.73 6 
               

71,50  

6 
Jumlah kematian ibu 
melahirkan 

140 6 2 166.7 7 
               

28,57  

 
Rata-rata 112.22 

  
97.125 

 
85.59 

 

 

Tingkat capaian kinerja sasaran diukur melalui enam indikator kinerja, 
dengan pencapaian kinerja tertinggi pada indikator jumlah kematian ibu 
melahirkan (166,7% ) dan capaian kinerja terendah pada indikator angka 
usia harapan hidup (98,65% ). Secara garis besar, Tahun 2014 capaian 
kinerja sudah baik, dan secara komulatif rata-rata capaian sebesar 97.125 
% . Keadaan ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten 
Batang Hari dalam meningkatkan SDM Masyarakat telah tercapai dengan 
optimal, bahkan sudah melampaui target yang ditetapkan. Hal tersebut 
juga terlihat dari kecendrungan peningkatan capaian kinerja dari Tahun 
2011 sampai 2014, dengan rata-rata capaian kinerja tertinggi pada 
indikator Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup) (126.73% ) dan  
terendah pada indikator angka putus sekolah (90% ).  
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Grafik. 3.9 

Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Terwujudnya Peningkatan 
Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat,  

Tahun 2011 s/d Tahun 2014 

 

 

Sasaran 2 Terwujudnya peningkatan kualitas SDM aparatur 

 

Aparatur negara merupakan salah satu pilar dalam 

mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance). 

Kepemerintahan yang baik (good governance) bukan hanya konsep 

yang perlu disosialisasikan, namun perlu diterapkan pada semua 

level pemerintah di manapun berada. Beberapa poin penting yang 

terkait dengan implementasi prinsip-prinsip Good Governance 

merupakan pegangan bagi birokrasi publik dalam melakukan 

transformasi manajemen pemerintahan.  

Untuk itu diharapkan adanya penyelenggaraan kepemerintahan 

yang baik tingkat kompetensi aparatur seperti misalnya dengan 

memiliki pegangan seperti antara lain: Insentif dan responsive 

terhadap peluang dan tantangan baru yang timbul. 
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1. Tidak terpaku pada kegiatan-kegiatan rutin yang terkait dengan 

fungsi instrumen birokrasi, akan tetapi harus mampu 

melakukan terobosan melalui pemikiran yang kreatif dan 

inovatif 

2. Mempunyai wawasan yang luas dan jauh kedepan. 

3. Memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, 

mempertimbangkan dan meminimalkan resiko 

4. Tanggap terhadap peluang dan potensi yang dapat 

dikembangkan. 

5. Memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber potensial 

Artinya disini diharapkan kepada bagaimana sumberdaya 

aparatur yang dalam hal ini adalah pegawai negeri untuk bagaimana 

memberikan pelayanan dan kinerja yang betanggung jawab agar 

bagaimana dapat mencerminkan tata pemerintahan yang baik, 

dalam hal ini pegawai tidak hanya menunggu apa kemudian langkah 

yang diambil oleh pemerintah untuk memperbaiki kinerjanya 

tersebut namun bagaimana para pegawai tersebut nantinya dapat 

mengambil peluang tersendiri untuk bagaimana memciptakan 

sebuah terobosan-terobosan yang dapat memperbaiki kualitasnya 

atau kinerjanya dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.  

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam rangka 

mewujudkan SDM Aparatur dapat diukur melalui pencapaian 
indikator kinerja tabel berikut: 

 

Tabel 3.14 
Target dan Realisasi Kinerja Terwujudnya Terwujudnya 

peningkatan kualitas SDM aparatur 2014 

 

NO SASARAN/INDIKATOR 
CAPAIAN 

2013 

TAHUN 2014 % 
REALISASI 
CAPAIAN 

2014 

TARGET 
AKHIR 

RENSTRA 
2016 

CAPAIAN 
S/D 2014 

TERHADAP 
2016 (%) 

TARGET REALISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Jumlah PNS yang 
dikenakan 
teguran/hukuman 
pelanggaran disiplin 

75 0 3 0 0 0 

2 
Persentase unit layanan 
yang memiliki SPM 

125 10 11 110 14 
               

78,57  

3 
Persentase PNS yang 
memiliki kompetensi di 
bidangnya 

43.78 52.23 53.47 102.37 56.7 
               

94,30  

 
Rata-rata 81.26 

  
70.79 

 
86.43% 
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Tabel indikator kinerja sasaran secara kumulatif menunjukkan nilai  

sebesar 70,79  % , selanjutnya secara parsial dapat dijelaskan bahwa 

indikator jumlah PNS yang dikenakan teguran/hukuman 

pelanggaran disiplin pada Tahun 2014 diharapkan tidak ada, namun 

dalam pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin PNS, terdapat 3 orang PNS yang dikenakan 

hukuman disiplin. 

Selanjutnya untuk indikator unit layanan yang memiliki SPM  

memperoleh capaian  sebesar 110 % , dari target sepuluh unit 

pelayanan  unit layanan yang telah memiliki SPM sebanyak sebelas 

unit layanan. Ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten 

Batang Hari untuk meningkan pelayanan secara maksimal dengan 

menyusun Standar Pelayanan Minimal sebagai tolok ukur kinerja 

pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan 

penanganan laporan/pengaduan terhadap layanan yang diberikan. 

Sehingga untuk dimasa yang akan datang perlu ada penegasan 

untuk menyusun SPM. 

Indikator PNS yang memiliki kompetensi di bidangnya, capaian yang 

diperoleh sebesar 53,47 % , yang dihitung dari jumlah Guru PNS 

yang bersertifikasi.  Jumlah PNS guru sebanyak 2.796 orang dan 

yang telah bersertifikat sebanyak 1.495 orang. 

Capaian kinerja ke tiga indikator sasaran ini. Secara kumulatif, 

capaian kinerja sasaran ini baru mencapai 57,62%  dari target 

RPJMD. Indikator yang capaian paling rendah adalah jumlah PNS 

yang dikenakan teguran/hukuman pelanggaran disiplin (0  % ). 

Indikator berikutnya yang masih perlu perhatian yaitu indikator  

Persentase unit layanan yang memiliki SPM (78,57% ), dari kondisi 

Tahun 2014 ada 11 unit sedangkan target yang diharapkan ada 14 

unit diakhir RPJMD. 
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Grafik. 3.10 

Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Terwujudnya Terwujudnya 
peningkatan kualitas SDM aparatur, 

Tahun 2011 s/d Tahun 2014 

 

 

 

 

 

 

Sasaran 3 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan 

Kesehatan Masyarakat 

Bidang Kesehatan merupakan salah satu fokus pembangunan 
Kabupaten Batang Hari. Kebijakan pembangunan di bidang ini 

diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan 
masyarakat agar mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan 
mudah. Kebijakan tersebut meliputi : 

(1) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan keluarga 
bagi keluarga miskin (gakin). 

(2) Percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan 
gizi masyarakat dan pengendalian penyakit.  

(3) Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana Puskesmas, 

Puskesmas Pembantu, Rumah Dinas Medis, Paramedis, dan 
Poskesdes. 
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(4) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM tenaga medis dan non 

medis kesehatan yang dimiliki. 

(5) Peningkatan jaminan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan 
penduduk di daerah tertinggal dan terpencil. 

Mengacu pada arah dan kebijakan diatas, maka disusunlah berbagai 
kegiatan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan 

kesehatan masyarakat yang dapat diukur melalui indikator pada 
tabel berikut. 

Tabel 3.15 

Target dan Realisasi Kinerja Terwujudnya Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Kesehatan Masyarakat 2014 

 

NO SASARAN/INDIKATOR 
CAPAIAN 

2013 

TAHUN 2014 % 
REALISASI 
CAPAIAN 

2014 

TARGET 
AKHIR 

RENSTRA 
2016 

CAPAIAN 
S/D 2014 

TERHADAP 
2016 (%) 

TARGET REALISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Persentase pelayanan 
kesehatan Rujukan 
Masyarakat Miskin 

186.8 80 4.95 193.81 100 
                  

4,95  

2 
Persentase Pertolongan 
persalinan yang memiliki 
kompetensi kebidanan 

106.62 92.68 95.41 102.95 95 
            

100,43  

 
Rata-rata 146.71 

  
148.38 

 

               
52,69  

 

 
 

 
Secara komulatif capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Batang Hari 
untuk sasaran ini pada Tahun 2014 sebesar 148,38 % ,  meningkat 

bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2013 146,71  %. 

Secara parsial capaian indikator kinerja sasaran terwujudnya 

peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat layanan 
rujukan pasien pada Tahun 2014 sebesar 193,81  % , meningkat 
sangat signifikan bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2013 

sebesar 186,80 % , Tahun 2012 sebesar186,80 %  dan Tahun 2011 
yang hanya 74,23  % .   Jumlah masyarakat miskin di Batang Hari 

84.032 jiwa, sebanyak 4.178 jiwa di antaranya melakukan layanan 
rujukan kesehatan, atau sebesar 4,95 % . Rendahnya  Persentase 
rujukan pasien masyarakat miskin ini menunjukan bahwa 

pelayanan kesehatan di Puskesmas secara umum sudah dapat 
mengatasi penyakit pasien. 
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Nilai capaian kinerja sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tahun 2014 meningkat, jika 
dibandingkan dengan nilai capaian Tahun 2013 sebesar 146.71 %  
maka terdapat peningkatan capaian kinerja sasaran sebesar 1.67 %. 

Untuk Tahun 2014 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 
2016 hanya mencapai 52.69% 

Grafik. 3.11 

Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Terwujudnya Peningkatan 
Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat, 

Tahun 2011 s/d Tahun 2014 

 

Sasaran 4 Terciptanya peningkatan kualitas sarana 

dan prasarana kesehatan 

 

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah 

satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan 
kesehatan. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan sangat erat 

kaitannya dengan kualitas sarana dan prasarana yang baik.  

Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang Hari 
memiliki komitmen yang tinggi dalam membangun dan menyediakan 

sarana dan prasarana kesehatan yang memadai yang tergambar 
melalui arah kebijakan dan penganggaran.  
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Untuk mewujudkan capaian kinerja sasaran di atas, Pemerintah 

Kabupaten Batang Hari menetapkan beberapa indikator sebagai alat 
ukur pencapaian kinerja sebagai berikut:  

Tabel 3.16 

Target dan Realisasi Kinerja Terciptanya peningkatan kualitas 
sarana dan prasarana kesehatan 2014 

 

NO SASARAN/INDIKATOR 
CAPAIAN 

2013 

TAHUN 2014 % 
REALISASI 
CAPAIAN 

2014 

TARGET 
AKHIR 

RENSTRA 
2016 

CAPAIAN 
S/D 2014 

TERHADAP 
2016 (%) 

TARGET REALISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Persentase puskesmas 
induk yang melayani 
rawat inap 

78.06 65 47.06 72.4 70 
               

67,23  

2 
Rasio dokter per 100.000 
penduduk 

60.7 30 17 56.67 34 
               

50,00  

  Rata-rata 69.57     64.535   

               
58,61  

  

 
 

Secara kumulatif capaian kinerja sasaran terciptanya peningkatan 
kualitas sarana dan prasarana kesehatan pada Tahun 2014 sebesar 
64,535 % . Keadaan ini lebih rendah  bila dibandingkan dengan 

Tahun 2013 yang capaiannya 69,57  % . 

 Persentase capaian puskesmas induk yang melayani rawat inap 

pada Tahun 2014 sebesar 47,06  %  lebih rendah jika dibandingkan 
Tahun 2013 sebesar 78,06 % , capaian ini meningkat bila dibanding 
Tahun 2012 dengan capaian 67,22 % . Kabupaten Batang Hari 

memiliki 8 puskesmas rawat inap yang tersebar pada 8 kecamatan 
dari 17 puskesmas yang ada. 

 
Selanjutnya upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak 
terlepas dari ketersediaan tenaga kesehatan, dimana semakin tinggi 

pendidikan dan kesejahteraan masyarakat maka akan dituntut mutu 
pelayanan kesehatan yang semakin bermutu, untuk itu dibutuhkan 
tenaga kesehatan yang terampil dan siap pakai. 

Jumlah dokter di Kabupaten Batang Hari pada Tahun 2013 
sebanyak 43 orang yang tersebar di puskesmas dan rumah sakit. 

Rasio dokter sebesar 17 per 100.000 penduduk. 
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Beberapa indikator yang ditetapkan pada rencana kerja pada dinas 

teknis sebagai pendukung indikator kinerja utama RPJMD Tahun 
2011-2016, diantaranya : 

(1) Ratio dokter spesialis per 100.000 penduduk 

 
Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan tidak terlepas dari 

ketersediaan dokter spesialis di Rumah Sakit. Ratio dokter 
spesialis sebesar 3 orang per 100.000 penduduk. Tahun 2014 
terdapat 10 dokter spesialis melayani pasien di Rumah Sakit 

Haji Abdoel Madjid Batoe (HAMBA). RS HAMBA merupakan 
rumah sakit Type c, dimana kebutuhan dokter spesialis dasar 

sudah terpenuhi. Upaya peningkatan pelayanan rujukan tetap 
dilakukan dengan menyediakan dokter spesialis penunjang 
seperti dokter spesialis mata, spesialis anestesi dan spesialis 

syaraf.  
 

(2) Persentase pengguna pelayanan kesehatan yang merasa puas 

di Puskesmas 
 

Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk 
mengetahui kualitas pelayanan kesehatan, dengan melakukan 
survei Indeks Kepuasan Masyarakat. Hasil survei menunjukkan 

tingkat kepuasan masyarakat sebesar 74,75 (termasuk kategori 
baik), dengan realisasi capaian kinerja sebesar 93,44%  dari 

target yang ditetapkan yaitu 80% . 
 
Pemerintah Kabupaten Batang Hari tetap berupaya 

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan 
mewujudkan Puskesmas bersertifikat ISO 9001:2008. Pada 
tanggal 6 Desember 2013, Puskesmas Muara Bulian berhasil 

mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 dan merupakan 
puskesmas ISO 9001:2008 pertama di Propinsi Jambi. 

 
 
Pemerintah Kabupaten Batang Hari telah berupaya mencapai 

sasaran peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan 
sesuai dengan target RPJMD. Capaian sasaran tersebut secara 
kumulatif sebesar 76,72% . Lebih jelas dapat dilihat pada tabel xxxx. 

 

Target RPJMD untuk indikator  Persentasepuskesmasinduk yang 

melayani rawat induk yang melayani rawat inap pelayanan sebesar 
70  % . Kondisi akhir Tahun 2014 sebesar 72,4  %  sehingga 
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capaian kinerja sudah mencapai 103,43  % . Indikator berikutnya 

adalah rasio dokter per 100.000 penduduk dimana kondisi akhir 
2014 adalah 17 per 100.000 penduduk. Kondisi yang harus dicapai 
pada akhir target RPJMD adalah 34 per 100.000 penduduk, 

sehingga capaian kinerja indikator ini baru mencapai 50,00  % .  

Grafik. 3.12 

Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Terciptanya peningkatan 

kualitas sarana dan prasarana kesehatan, 

Tahun 2011 s/d Tahun 2014 

 
 

Sasaran 5  Meningkatnya Peranan Perempuan dalam 

Pembangunan 

Konsep pembangunan peranan perempuan yang dipergunakan 
berkembang menjadi pemberdayaan perempuan yang berarti 
meningkatkan kualitas dan peran perempuan pada semua aspek 

kehidupan baik secara langsung atau tidak langsung melalui 
penciptaan situasi-situasi yang kondusif sebagai motivator dan 

akslerasi proses pembangunan. Diakui selama ini ada anggapan 
bahwa kualitas perempuan dalam pembangunan masih sangat 
rendah, yang menyebabkan peran kaum perempuan tertinggal dalam 

segala hal.  

Maka untuk mengatasinya diperlukan upaya dan strategi 
mengintegrasikan gender ke dalam arus pembangunan dengan cara 

menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan dan 
menghilangkan faktor kendala yang dihadapi perempuan dalam 
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pembangunan dengan melakukan kegiatan analisis dan evaluasi (1) 

sejauhmana perempuan terlibat dalam program-program 
pembangunan (2) sejauhmana kualitas tenaga kerja perempuan (3) 
hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi perempuan dalam 

kegiatan pembangunan (4) upaya-upaya apa saja yang diperlukan 
untuk meningkatkan kualitas dan peran perempuan (5) faktor apa 

sajakah yang dominan berpengaruh terhadap hubungan gender dan 
(6) bagaimana pemecahan masalah yang dihadapi perempuan. Maka 
Perempuan memiliki peran di luar rumah tangga atau disebut wanita 

karier. Peran-peran ini menunjukkan bahwa perempuan baik 
langsung maupun tidak langsung mempunyai kontribusi yang besar 

terhadap pembangunan bangsa. 

Pemerintah telah menempatkan kaum perempuan sebagai partner 
yang manis bagi pembangunan. Isu gerakan dan pemberdayaan 
perempuan yang berkembang berkisar dalam suatu pemikiran 

bahwa perempuan sebagai sumber daya pembangunan, dengan kata 
lain politik gender telah memakai pendekatan Women In 

Development dimana perempuan terintegrasi sepenuhnya dalam 
derap pembangunan nasional. 

Konsep ini memberikan porsi kepada kaum perempuan untuk lebih 
eksis meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan menuju 

bangsa yang sejahtera dan penuh kedamaian. 

Peran perempuan dalam pembangunan di Pemerintahan Kabupaten 
Batang Hari mengalami peningkatan seperti terlibat pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 3.17 

Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya Peranan Perempuan 
dalam Pembangunan 2014 

 

NO SASARAN/INDIKATOR 
CAPAIAN 

2013 

TAHUN 2014 % 
REALISASI 
CAPAIAN 

2014 

TARGET 
AKHIR 

RENSTRA 
2016 

CAPAIAN 
S/D 2014 

TERHADAP 
2016 (%) 

TARGET REALISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Persentase partisipasi 
perempuan di lembaga 
pemerintah 

144.25 30 51.38 171.27 35 
            

146,80  

2 
Persentase partisipasi 
angkatan kerja 
perempuan 

136.77 16.2 29.38 181.37 16.4 
            

179,15  

 
Rata-rata 140.51 

  
176.32 

 
162.97 
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Secara kumulatif capaian kinerja sasaran meningkatnya peranan 

perempuan dalam pembangunan pada Tahun 2014 sebesar 176,32 
% . Keadaan ini lebih tinggi  bila dibandingkan dengan Tahun 2013 
yang capaiannya 140,51 % , Tahun 2012 sebesar 98,3 %  dan Tahun 

2011 sebesar 113 % . Hal ini  menunjukkan telah terjadi responsif 
gender, karena dalam proses pembangunan, pada hakekatnya 

perempuan mempuyai hak dan kewajiban sama dalam proses 
pembangunan baik dalam tahap perumusan, implementasi maupun 
evaluasi. Pemerintah Kabupaten Batang Hari masih terus berusaha  

merepresentasikan  perempuan dalam mengambil keputusan pada 
lini SKPD. Pemerintah Kabupaten dalam menetapkan kebijakan 

tidak pernah membedakan jenis kelamin salah satu contoh adalah 
tingkat partisipasi kaum perempuan pada sektor pemerintah dari 
743 jabatan struktural terisi  178 dijabat perempuan di berbagai 

tataran eselonering yang ada di Pemerintah Kabupaten Batang Hari. 

Sedangkan capaian indikator partisipasi angkatan kerja perempuan 
dari target 30 %  tercapai realisasi sebesar 51,38  %  dengan jumlah 

capaian sebesar 171,27 % , ini menunjukkan kinerja yang baik dan 
capaian ini juga menunjukkan  peningkatan dibandingkan Tahun 

2013 yang capaian kinerjanya mencapai sebesar 136,77 %  
partisipasi perempuan dalam dunia kerja. Peningkatan partisipasi 
angkatan kerja perempuan diupayakan dengan memberi kesempatan 

dalam hal peningkatan pendidikan dan tingkat partisipasi dalam 
angkatan kerja diberbagai sektor. 

Kondisi akhir Persentase partisipasi perempuan di lembaga 
pemerintah Tahun 2014 sebesar 51,38  %  sehingga capaian 
kinerja sudah mencapai 146,8  % di target RPJMD tahun 2016 . 

Indikator berikutnya adalah  Persentase partisipasi angkatan kerja 
perempuan dengan target RPJMD sebesar 16,4  %  dan kondisi 
akhir 2014 sudah mencapai 29.38% sehingga capaian kinerja 

179,14%. Dan dibandingkan dengan target akhir tahun 2016 
mencapai 162.97 % maka Kabupaten Batang Hari telah melampaui 

target yang ditetapkan oleh RPJMD sebesar 62.97%. 
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Grafik. 3.13 

Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Meningkatnya Peranan 
Perempuan dalam Pembangunan, 

Tahun 2011 s/d Tahun 2014 

 

 
 

Sasaran 6 Menekan Tingkat Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial 

 
 

Pembinaan kesejahteraan sosial. fakir miskin ditingkatkan dengan 
mengembangkan sikap hidup yang penuh harap akan kemajuan di 

kemudian hari serta menciptakan kondisi sosial yang tanggap 
terhadap masalah kemiskinan termasuk upaya 
menghilangkan/mengurangi kendala-kendala sosial dalam 

pengentasan kemiskinan. Di samping itu, juga dikembangkan 
kemauan dan kemampuan para fakir miskin untuk memperbaiki 
dan meningkatkan taraf kehidupan dan penghidupan serta 

kemandiriannya dalam rangka pengembangan sumber daya 
manusia. Sementara itu, kebijaksanaan untuk meningkatkan 

efektivitas pengentasan penduduk dari kemiskinan dilaksanakan 
melalui pembinaan kesejahteraan sosial fakir miskin dengan 
memantapkan pola dan mekanisme keterpaduan antarsektor 

terutama dengan sektor-sektor di bidang ekonomi seperti yang telah 
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari penekanan 

penyandang masalah sosial selalu mengalami perubahan seperti 
tergambar pada tabel 3.18 

 



58 

 

 

 

 

 

  

 

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

Kabupaten Batang Hari 

Tabel 3.18 

Target dan Realisasi Kinerja Menekan Tingkat Penyandang 
Masalah Kesejahteraan Sosial 2014 

 
 

NO SASARAN/INDIKATOR 
CAPAIAN 

2013 

TAHUN 2014 % 
REALISASI 
CAPAIAN 

2014 

TARGET 
AKHIR 

RENSTRA 
2016 

CAPAIAN 
S/D 2014 

TERHADAP 
2016 (%) 

TARGET REALISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Jumlah PMKS 97.50 150 125 83.33 50 250 

 
Rata-rata 97.50 

  
83.33 

 
250% 

 
 
 

PMKS secara nasional meliputi 27 jenis, namun di Kabupaten 
Batang Hari hanya ada 8 jenis PMKS antara lain; orang 

terlantar/mayat terlantar, penyandang cacat, lanjut usia terlantar, 
komunitas adat terpencil (KAT), fakir miskin, rawan bencana alam, 
rumah tidak layak huni, gelandangan/pengemis. 

Untuk mewujudkan keberhasilan sasaran diatas, pemerintah 
Kabupaten Batang Hari telah berupaya keras untuk menekan tingkat 

penyandang masalah kesejahteraan sosial, namun realisasi jumlah 
PMKS Tahun 2014 (466 KK) masih diatas target yang ditetapkan 
(155 KK).  

Grafik. 3.13 

Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Menekan Tingkat 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, 
Tahun 2011 s/d Tahun 2014 
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Tabel 3.19 
Efisensi Penyerapan Anggaran dan Capaian  

Indikator Sasaran pada Misi 3 

 

NO SASARAN/INDIKATOR 
% CAPAIAN 
KINERJA (> 

100%) 

ANGGARAN 
 

PENYERAPAN  
ANGGARAN 

TINGKAT 
EFISENSI 

1 
Terwujudnya peningkatan 
kualitas SDM Masyarakat 

97,13       25.940.611.284  24.243.490.063 6,54 

2 
Terwujudnya peningkatan 
kualitas SDM Aparatur 

70,79          2.958.112.400  2.553.247.000 13,69 

3 
Terwujudnya peningkatan 
kualitas pelayanan kesehatan 
masyarakat 

148,38          9.596.923.000  8.183.463.888 14,73 

4 
Terciptanya peningkatan 
kualitas sarana dan 
prasarana kesehatan. 

64,54          2.930.788.720  2.797.935.900 4,53 

5 
Meningkatnya peranan  
Perempuan dalam 
pembangunan 

176,32                                   -  - 100,00 

6 
Menekan tingkat Penyandang 
Masalah Kesejahteraan 
Sosial 

83,33             316.999.600  289.594.600 8,65 

   41.743.435.004 38.067.731.451  

 

Untuk Efisensi Penyerapan Anggaran dan Capaian Indikator Sasaran pada 
Misi 3 disediakan anggaran sebesar Rp. 41.743.435.004 dan telah terserap 
sebesar Rp. 38.067.731.451. terjadi efesiensi anggaran sebesar 

Rp3.675.703.553. 

 

Tabel 3.20 

Realisasi Kinerja Dan Anggaran Misi 3 

 

NO SASARAN 

KINERJA ANGGARAN PROGRAM / KEGIATAN 

TARGET REALISASI CAPAIAN  TARGET REALISASI CAPAIAN 

9 
Terwujudnya 

peningkatan kualitas 
SDM Masyarakat 

99,31 99,98 100,67 

25.940.611.284 24.243.490.063 93,46 

7,96 7,95 99,87 

0,3 0,33 90 

70,35 69,4 98,65 

5,8 4,29 126,73 

6 2 166,7 

10 
Terwujudnya 

peningkatan kualitas 
SDM Aparatur 

0 3 0 

2.958.112.400 2.553.247.000 86,31 10 11 110 

52,23 53,47 102,37 
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MISI 4. TERWUJUDNYA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN 
PEMERINTAHAN YANG BERSIH 

 
 

Salah satu instrumen penting untuk mewujudkan tata pemerintahan 
yang bersih dan berwibawa adalah melalui reformasi birokrasi. 
Tujuan akhir dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya pelayanan 

publik yang prima (cepat, tepat, murah, transparan, dan akuntabel) 
dan peningkatan kinerja birokrasi yang semakin baik.  
Makna reformasi birokrasi adalahperubahan besar dalam paradigma 

dan tata kelola pemerintahan dengan upaya merevisi dan 
membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan 

dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan 
menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma 
dan peran baru. 

Pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan dapat: 

a. Mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan 

kewenangan publik oleh pejabat di instansi pemerintah. 

b. Menjadikan negara yang memiliki birokrasi yang bersih, mampu, 
dan melayani. 

c. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. 

NO SASARAN 

KINERJA ANGGARAN PROGRAM / KEGIATAN 

TARGET REALISASI CAPAIAN  TARGET REALISASI CAPAIAN 

11 

Terwujudnya 
peningkatan kualitas 
pelayanan kesehatan 

masyarakat 

80 4,95 193,81 

9.596.923.000 8.183.463.888 85,27 

92,68 95,41 102,95 

12 

Terciptanya 
peningkatan kualitas 
sarana dan prasarana 

kesehatan. 

65 47,06 72,4 

2.930.788.720 2.797.935.900 95,47 

30 17 56,67 

13 
Meningkatnya peranan  

Perempuan dalam 
pembangunan 

30 51,38 171,27 

- - - 

16,2 29,38 181,37 

14 
Menekan tingkat 

Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial 

150 125 83,33 316.999.600 289.594.600 91,35 
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d. Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan/program instansi. 

e. Meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan 
semua segi tugas organisasi. 

f. Menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif 

dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan 
lingkungan strategis. 

 

Sasaran  1 Terciptanya Kelembagaan Dan 
Ketatalaksanaan Pemerintahan yang Bersih, 

Efisien, Efektif, Transparan, Professional dan 
Akuntabel 

 
Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam meningkatkan kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efektif, 
efisien, akuntabel dan transparan melakukan beberapa kegiatan. 

Hasil penting yang dicapai dari pelaksanaan berbagai kebijakan dan 
kegiatan dalam pencapaian sasaran antara lain: 

1. Meningkatnya jumlah SKPD yang telah melaksanakan Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi 
Pemerintah;  

2. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

3. Terselenggaranya koordinasi, monitoring dan evaluasi  Inpres 

Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;  

4. Melaksanakan Aksi Daerah 
Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi (AD-
PPK) 

5. Terbangunnya kerjasama 
antara Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan 

dengan Pemerintah Daerah. 

Upaya pencapaian sasaran satu 

dilakukan dengan penekanan pada pembangunan aparatur negara 
melalui pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam implementasinya 
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reformasi birokrasi difokuskan pada upaya penataan kelembagaan 

dan ketatalaksanaan; peningkatan kualitas sumber daya manusia 
aparatur agar memiliki kinerja yang optimal dengan disertai upaya 
perbaikan tingkat kesejahteraan PNS, peningkatan kualitas 

pelayanan publik, baik pelayanan dasar maupun pelayanan lainnya; 
dan pengembangan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang 

efektif, serta peningkatan Kinerja birokrasi pemerintah. Hasil yang 
diharapkan adalah terciptanya sosok dan perilaku birokrasi yang 
lebih profesional, bertanggungjawab, efisien dan efektif, bersih, bebas 

KKN, dan dapat memberikan pelayanan yang prima kepada 
masyarakat. 

 
Capaian kinerja sasaran dengan indikator kinerja utama Jumlah 
temuan pemeriksaan aparat pengawasan eksternal dan internal 

sebagaimana disajikan pada Tabel dibawah ini. 
 

Tabel 3.21 

Target dan Realisasi Kinerja  Terciptanya Kelembagaan Dan 
Ketatalaksanaan Pemerintahan yang Bersih, Efisien, Efektif, 

Transparan, Professional dan Akuntabel 2014 
 
 

NO SASARAN/INDIKATOR 
CAPAIAN 

2013 

TAHUN 2014 % 
REALISASI 
CAPAIAN 

2014 

TARGET 
AKHIR 

RENSTRA 
2016 

CAPAIAN 
S/D 2014 

TERHADAP 
2016 (%) 

TARGET REALISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Jumlah temuan 
pemeriksaan aparat 
pengawasan eksternal 
dan internal pemerintah: 

      

  
· BPK 188.24 136 70 148.53 102 

               
68,63  

  
·  Inspektorat Provinsi 165.3 88 0 200 68 

                           
-  

  
·  Inspektorat Kabupaten 105.93 180 266 52.22 68 

            
391,18  

 
Rata-rata 153.16 

  
100.38 

 
153.27 

 
 

Pencapaian kinerja sasaran di atas diupayakan dengan 

melaksanakan program tindak lanjut hasil pengawasan dengan 
kegiatan monitoring dan pra pembahasan tindaklanjut hasil-hasil 
pemeriksaan. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja 

sasaran terciptanya kelembagaan dan ketatalaksanaan 
pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional 
dan akuntabel Tahun 2014 sebesar 100.38 % . Dari tabel sasaran di 
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atas menjelaskan bahwa capaian kinerja sasaran telah melebih 

target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.  

Capaian kinerja sasaran Tahun 2014 bila dibandingkan dengan 
target sasaran Tahun 2014 telah melebihi target yang ditetapkan, hal 

ini disebabkan berkurangnya jumlah temuan pemeriksaan aparat 
pengawasan ekstern dan aparat pengawasan intern. 

Dari tabel tersebut juga dapat dilihat rata-rata capaian kinerja 
sasaran dari kondisi Tahun 2014 sampai dengan capaian Tahun 
2016 yaitu sebesar 153.27% , maka Kabupaten Batang Hari telah 

melampaui target yang ditetapkan oleh RPJMD sebesar 53.27%. 

Sasaran  2 Terhapusnya peraturan perundang-undangan 

dan tindakan yang bersifat diskriminatif 
terhadap warga Negara, kelompok atau 
golongan masyarakat.  

 

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 
otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai 
aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak 

bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan 
umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada 
Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka 

Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus 
memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika 

membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun 
kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan 
nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara 

kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan 
kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan 

pemerintahan secara keseluruhan. 
 
Otonomi daerahsebagai amanat Undang-Undang Nomor23Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan momentum yang 
tepat untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang lebih 
sesuai dengan semangat penghormatan terhadap keberagaman dan 

konteks lokal. Hal ini menjadi sangat visibel karena sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah diakui sebagai 
bagian dari hukum positif dan mempunyai tata urutan “resmi” dalam 
peraturan perundang-undangan di Indonesia 
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Pemerintah Kabupaten Batang Hari telah berkomitmen dalam 

pembentukan Peraturan Daerah tidak boleh bersifat diskriminatif 
atau bertentangan dengan kepentingan umum. 

Untuk menjawab pencapaian sasaran indikator sasaran di atas, 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari menetapkan beberapa indikator 
sebagai alat ukur pencapaian kinerja sasaran Terhapusnya 

peraturan perundang-undangan dan tindakan yang bersifat 
diskriminatif terhadap warga Negara, kelompok atau golongan 
masyarakat sebagai berikut  

Tabel 3.22 
Target dan Realisasi Kinerja  Terhapusnya peraturan perundang-

undangan dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap 
warga Negara, kelompok atau golongan masyarakat 2014 

 

NO SASARAN/INDIKATOR 
CAPAIAN 

2013 

TAHUN 2014 % 
REALISASI 
CAPAIAN 

2014 

TARGET 
AKHIR 

RENSTRA 
2016 

CAPAIAN 
S/D 2014 

TERHADAP 
2016 (%) 

TARGET REALISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Jumlah Perda yang 
bersifat diskriminatif  

100 0 0 0 0 100%  

  Rata-rata       100   100  

 

 

Capaian kinerja sasaran sebesar 100  %  dari target Tahun 2014  

dibandingkan dengan Tahun 2011 sampai dengan 2013  sebesar 0 
Perda. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Batang Hari  dari 

awal Tahun 2011 sampai degan Tahun 2014  telah menerbitkan 
Peraturan daerah dengan mengacu pada peraturan Perundang-
Undangan yang lebih tinggi dengan melalui kegiatan harmonisasi 

Peraturan Daerah di Kementrian Hukum dan HAM maupun kepada 
stake holder lainnya, sehingga tidak ada perda yang bersifat 
deskriminatif sampai dengan Tahun 2014  

Pada Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Batang Hari melalui 
Bagian Hukum Sekretariat Daerah telah melakukan harmonisasi 

Peraturan Daerah dengan Kementrian Hukum dan HAM  sebanyak  9  
Perda,  kegiatan harmonisasi Peraturan Daerah yang dilakukan  
bertujuan untuk : 

1. kegiatan konsultasi publik dalam rangka pembahasan ranperda 
DPRD kabupaten batang hari  
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2. pembahasan Ranperda dengan instansi terkait sebelum di bawa ke 

legislatif untuk dilakukan pembahasan  

3. melakukan evaluasi pada biro hukum setda gubernur jambi 
berkejasama dengan konsultan hukum dari Universitas yang ada 

di propinsi jambi dan kementrian hukum dan ham untuk 
dilakukan kajian-kajian tentang peneyempurnaan ranperda 

sebelum di bawa evaluasi di kementrian   

Sasaran  3 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam 
Pengambilan Kebijakan Publik 

 

Istilah kebijakan publik terdiri dari dua kata, yaitu kebijakan dan 
publik. 
Kebijakan merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil 

seseorang/ badan/ lembaga yang pada umumnya memegang 
kekuasaan untuk mengatasi masalah-masalah atau tujuan tertentu, 

terutama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. Publik artinya hal yang berkenaan dengan masyarakat 
luas atau umum. 

 
Secara eksplisit peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan 
publik di Kabupaten Batang Hari tercermin mulai dari proses 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. 

Adapun pencapaian indikator kinerja pada sasaran meningkatnya 

partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik di 
Kabupaten Batang Hari dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:  

Tabel 3.23 

Target dan Realisasi Kinerja  Meningkatnya Partisipasi 
Masyarakat dalam Pengambilan Kebijakan Publik 2014 

 

NO SASARAN/INDIKATOR 
CAPAIAN 

2013 

TAHUN 2014 % 
REALISASI 
CAPAIAN 

2014 

TARGET 
AKHIR 

RENSTRA 
2016 

CAPAIAN 
S/D 2014 

TERHADAP 
2016 (%) 

TARGET REALISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Persentase program dan 
kegiatan ekonomi dan 
sosial budaya daerah 
yang dialokasikan dalam 
APBD 

106.48 12.01 7.01 58.39 13,11 53.47 

 
Rata-rata 106.48 

  
58.39 106.48 53.47% 
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Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa akhir Tahun 2014 
mencapai angka realisasi 7,01 %  dengan capaian sebesar 58,39% .   
Capaian yang diperoleh pada akhir Tahun 2014 tidak mencapai 

target hanya sebesar 7,01% , dari target 12,01% namun demikian 
jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2013, maka tingkat 

capaian relatif menurun. 
Menurunnya tingkat capaian program dan kegiatan Ekonomi sosial 
dan budaya daerah pada Tahun 2014 disebabkan:  
1. Sumber Pendanaan pada Bidang Ekonomi sosial budaya yang 

dialokasikan pada Tahun 2014 relatif menurun dikarenakan 

Alokasi Dana Pusat yang diPoskan pada Dana Alokasi Khusus 

pada Urusan Pendidikan dan Kesehatan tidak medapatkan Dana 

Alokasi Khusus (DAK NON DR ) pada Tahun 2014  

2. Program dan Kegiatan Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya yang 

pada RPJMD telah tercapai Sasarannya sesuai target yang telah 

ditetapkan 

3. Alokasian dana program dan kegiatan dimaksud untuk Tahun 

anggaran 2014 lebih banyak diperioritaskan kepada sektor 

infrastruktur dan bidang kepemudaan dan olahraga dikarenakan 

untuk persiapan Kabupaten Batang Hari akan menjadi tuan 

rumah dalam Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Provinsi Jambi 

pada Tahun 2015  

 

Sekalipun demikian, jika ditinjau dari segi alokasi anggaran, maka 

jika dibandingkan alokasi anggaran Tahun 2013 dengan alokasi 

anggaran Tahun 2014 untuk Program dan Kegiatan Ekonomi sosial 

dan budaya daerah terjadi peningkatan sebesar 6,38 %  dimana 

pada Tahun 2013 dari Total APBD Rp. 1.059.229.292.179,75telah 

dialokasikan untuk program dan kegiatan Ekonomi sosial dan 

budaya daerah senilai Rp. 201.808.996.662 atau sebesar 19,05% . 

Sedangkan untuk Tahun 2014 dari total APBD sejumlah Rp. 

1.001.082.879.994,- yang dialokasikan untuk program dan kegiatan 

ekonomi sosial budaya sebesar Rp. 70.171.639.693 atau 7,01.% . 
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Sasaran  4 Terjaminnya Konsistensi dan Kepastian Hukum 

Seluruh Peraturan Perundang-undangan 
ditingkat Pusat dan Daerah. 

 
Mengingat peranan Peraturan Daerah yang demikian penting 

dalam penyelenggaraan  otonomi  daerah,  maka  penyusunannya  
perlu diprogramkan,  agar  berbagai  perangkat  hukum  yang  
diperlukan  dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dapat 

dibentuk secara  sistematis, terarah dan terencana berdasarkan 
skala prioritas yang jelas serta dapat bersifat partisipatif dan 

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi dan kepentingan umum. 

Penyusunan Program peraturan Daerah dituangkan dalam 

Program Legislasi Peraturan Daerah (Prolegda). Dasar hukum 
Prolegda  tercantum dalam Pasal 15 ayat  (2) Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 yang menentukan sebagai berikut: 
“Perencanaan  Penyusunan  Peraturan  Daerah  dilakukan  dalam  
suatu Program  Legislasi  Daerah”.  Prolegda  dimaksudkan  

untuk  menjaga  agar produk  peraturan  perundang-undangan  
daerah  tetap  berada  dalam kesatuan sistem hukum nasional.   

Prolegda  adalah  instrument perencanaan  pembentukan  

Peraturan  Daerah  yang  disusun  secara berencana,  terpadu  
dan  sistematis.  Secara  operasional,  Prolegda memuat daftar 

Rancangan Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan metode 
dan parameter  tertentu  sebagai  bagian  integral  dari  sistem  
peraturan perundang-undangan  yang  tersusun  secara  hierarki,  

dalam  sistem  hukum nasional berdasarkan Pancasila dan 
Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945.  Prolegda  

merupakan  pedoman  dan  pengendali  penyusunan peraturan  
daerah  yang  mengikat  lembaga  yang  berwenang  membentuk 
peraturan daerah. 

Peraturan perundang-undangan yang ada masih banyak yang 
tumpang tindih, inkonsisten dan bertentangan antara peraturan 
yang sederajat satu dengan lainnya, antara peraturan tingkat 

pusat dan daerah, dan antara peraturan yang lebih rendah 
dengan peraturan di atasnya. Masalah terbesar pada berbagai 

peraturan daerah yang bermasalah tersebut antara lain terkait 
dengan prosedour, standar waktu, biaya, tarif, dan lainnya. 
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Pencapaian Indikator kinerja sasaran Terjaminnya Konsistensi 

dan Kepastian Hukum Seluruh Peraturan Perundang-undangan 
ditingkat Pusat dan Daerah dapat dilihat sebagaimana pada tabel 
berikut : 

Tabel 3.24 
Target dan Realisasi Kinerja  Terjaminnya Konsistensi dan 

Kepastian Hukum Seluruh Peraturan Perundang-undangan 
ditingkat Pusat dan Daerah 2014 

 

NO SASARAN/INDIKATOR 
CAPAIAN 

2013 

TAHUN 2014 % 
REALISASI 
CAPAIAN 

2014 

TARGET 
AKHIR 

RENSTRA 
2016 

CAPAIAN 
S/D 2014 

TERHADAP 
2016 (%) 

TARGET REALISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Jumlah Perda yang 
bertentangan dengan 
peraturan perundang-
undangan lebih tinggi 

70 8 0 200 0 
 

 
Rata-rata 70 

  
200 

  

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran 

terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum  seluruh peraturan 
perundang-undangan ditingkat pusat dan daerah dengan 

indikator kinerja pengurangan jumlah Peraturan Daerah yang 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi untuk Tahun 2014 dari target 8 Perda dengan realisasi 0 

Perda .Capaian sasaran sampai dengan Tahun 2014 dibandingkan 
dengan target akhir RPJMD sudah mencapai 100  % , hal ini 
sudah mencapai target akhir yang tertuang dalam RPJMD. 

 
Sasaran  5 Berkurangnya Secara Nyata Praktek KKN di 

Birokrasi.  

 
Penyelenggarakan pemerintah yang bersih  dan bebas dari KKN 
sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai 

cita-cita dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. 
Legislasi berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintah yang bersih 
diatur dalam undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang 

penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN. 

Upaya pencapaian kinerja sasaran 4 diukur dengan menetapkan dua 

indikator kinerja utama berupa: Jumlah temuan pemeriksaan 
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eksternal tentang kasus KKN dan Jumlah temuan hasil pemeriksaan 

internal tentang kasus KKN. 
 

Tabel 3.25 

Target dan Realisasi Kinerja  Berkurangnya Secara Nyata 
Praktek KKN di Birokrasi 2014 

 

 

NO SASARAN/INDIKATOR 
CAPAIAN 

2013 

TAHUN 2014 % 
REALISASI 
CAPAIAN 

2014 

TARGET 
AKHIR 

RENSTRA 
2016 

CAPAIAN 
S/D 2014 

TERHADAP 
2016 (%) 

TARGET REALISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Jumlah Temuan 
Pemeriksaan Eksternal 
tentang Kasus KKN 

161.11 14 6 157.14 6 

            
100,00  

 

2 
Jumlah Temuan 
Pemeriksaan Internal 
tentang Kasus KKN 

147.06 14 0 200 5 
 

 
Rata-rata 154.08 

  
157.14 154.08 

 

 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Tahun 2014 terjadi penurunan 
jumlah temuan pemeriksaan oleh internal yang dilaksanakan oleh 
Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. Capaian kinerja indikator 

kinerja sasaran Jumlah temuan hasil pemeriksaan internal tentang 
kasus KKN sebesar 200 %  dan capaian kinerja indikator sasaran 

Tindak Lanjut Hasil-hasil Pengawasan Eksternal sebesar 157,14  % .  

Dalam rangka menurunkan dan atau meniadakan praktik-praktik 
KKN dibirokrasi telah diupayakan meningkatkan efektivitas 

pelaksanaan pengawasan dan Kinerja aparatur pemerintah berupa: 
(a) peningkatan koordinasi dan sinergi pengawasan intern, 
pengawasan ekstern, dan pengawasan masyarakat; (b) percepatan 

pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan; dan 
(c) peningkatan budaya organisasi aparatur yang profesional, 

produktif, serta berorientasi pada peningkatan kinerja dan 
bertanggungjawab. 

Dalam mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang bersih 

dengan berkurangnya secara nyata praktek KKN dilingkungan 
pemerintah kabupaten, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah telah 

melakukan pengawasan yang dikembangkan ke arah layanan yang 
berkarakter assurance dan consulting service pada area tata kelola 
dan pengendalian khususnya dalam rangka mengatasi permasalahan 

in-efisiensi dan in-efektivitas pengelolaan keuangan dan 
permasalahan korupsi.  
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Grafik. 3.14 

Perbandingan Capaian Realisasi  

Kinerja Berkurangnya Secara Nyata Praktek KKN di Birokrasi, 

Tahun 2011 s/d Tahun 2014 

 

Tabel 3.26 

Efisensi Penyerapan Anggaran dan Capaian 
Indikator Sasaran pada Misi 4 

NO SASARAN/INDIKATOR 
% CAPAIAN 
KINERJA (> 

100%) 

ANGGARAN 
 

PENYERAPAN  
ANGGARAN 

TINGKAT 
EFISENSI 

1 

Terciptanya kelembagaan 
dan ketatalaksanaan 
pemerintahan  yang bersih, 
efisien, efektif, transparan, 
profesional dan akuntabel. 

100,38       842.825.000,00  718.548.840,00 14,75 

2 

Terhapusnya peraturan 
perundang-undangan dan 
tindakan yang bersifat 
diskriminatif terhadap warga 
negara, kelompok, atau 
golongan masyarakat. 

100,00                                 -    - 100,00 

3 

Meningkatnya partisipasi 
masyarakat dalam 
pengambilan kebijakan 
publik. 

58,39             497.857.000  430.586.225 13,51 

4 

Terjaminnya konsistensi dan 
kepastian hukum seluruh 
peraturan per UU-an ditingkat 
pusat dan daerah 

200,00       848.219.000,00  758.708.000,00 10,55 

5 
Berkurangnya secara nyata 
praktik KKN di birokrasi. 

157,14          1.739.519.575  1.462.149.100 15,95 

      3.928.420.575,00           3.369.992.165,00   

 
Untuk Efisensi Penyerapan Anggaran dan Capaian Indikator Sasaran pada 
Misi 4 disediakan anggaran sebesar Rp   3.928.420.575,00  dan telah 
terserap sebesar Rp. 3.369.992.165,00. terjadi efesiensi anggaran sebesar 
Rp 558.428.410. 
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Tabel 3.27 

Realisasi Kinerja Dan Anggaran Misi 4 

 

 

 

 

Sumber daya alam (SDA) merupakan kekayaan bumi yang 

memiliki peran ganda dalam keberlanjutan pembangunan 

(sustainable development), yaitu sebagai modal pertumbuhan 

ekonomi (resource based economy) dan sebagai penopang sistem 

kehidupan (life support system). Atas dasar fungsi ganda tersebut, 

sumber daya alam senantiasa harus dikelola dengan baik, mengacu 

kepada aspek konservasi, pelestarian lingkungan dan keseimbangan 

ekosistem.Disamping memperhatikan aspek lingkungan, 

NO SASARAN 

KINERJA ANGGARAN PROGRAM / KEGIATAN 

TARGET REALISASI 
 %  

REALISASI 
TARGET REALISASI 

 %  
REALISASI 

15 

Terciptanya 
kelembagaan dan 
ketatalaksanaan 
pemerintahan  yang 
bersih, efisien, efektif, 
transparan, profesional 
dan akuntabel. 

136 70 148,53 
                

842.825.000,00  
                

718.548.840,00  
                           

85,25  

88 0 200 

180 266 52,22 

16 

Terhapusnya peraturan 
perundang-undangan 
dan tindakan yang 
bersifat diskriminatif 
terhadap warga negara, 
kelompok, atau 
golongan masyarakat. 

0 0 0 - - - 

17 

Meningkatnya 
partisipasi masyarakat 
dalam pengambilan 
kebijakan publik. 

                           
91,61  

7,01 58,39 

                       
497.857.000  

                       
430.586.225  

                           
86,49  

18 

Terjaminnya 
konsistensi dan 
kepastian hukum 
seluruh peraturan per 
UU-an ditingkat pusat 
dan daerah 

60 

0 200 

                
848.219.000,00  

                
758.708.000,00  

                           
89,45  

19 

Berkurangnya secara 
nyata praktik KKN di 
birokrasi. 

14 6 
157,14 

                   
1.739.519.575  

                   
1.462.149.100  

                           
84,05  

14 0 
200 

MISI 5 : Mewujudkan Optimalisasi Pemanfaatan SDA Melalui 

Peningkatan Kualitas Penataan Ruang dan Lingkungan 
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pemanfaatan sumber daya alam juga harus sesuai dengan 

perencanaan tata ruang wilayah. 

Kabupaten Batang Hari memiliki kekayaan alam yang cukup 

melimpah, baik itu hasil pertambangan, pertanian, perkebunan, 

peternakan, perikanan dan kehutanan. Potensi sumber daya alam ini 

harus terus dikembangkan dan dioptimalkan dengan baik. 

Peningkatan aktifitas pembangunan di Kabupaten Batang Hari 

berimplikasi pada perubahan fungsi lahan/kawasan secara 

signifikan. Di antara kenyataan perubahan lahan dapat ditemui pada 

pembangunan kawasan perkotaan yang membutuhkan ruang yang 

besar untuk menyediakan lahan untuk sarana dan prasarana 

pemukiman, perindustrian, perkantoran, pusat-pusat perdagangan 

(Bulian Business Center, BBC) dan sebagainya. Demikian halnya 

pada pola perubahan kawasan seperti kawasan hutan menjadi lahan 

pertanian, perkebunan atau bahkan pertambangan, yang 

menyebabkan penurunan fungsi hutan sebagai kawasan penyangga, 

pemelihara tata air, pengendali perubahan iklim mikro dan 

sebagainya. Perubahan fungsi ruang kawasan menyebabkan 

menurunnya kualitas lingkungan, seperti terjadinya pencemaran, 

kemacetan, hilangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau, serta 

terjadinya berbagai bencana alam seperti banjir, longsor, kekeringan 

dan sebagainya. Untuk mengantisipasi hal ini, Pemerintah 

Kabupaten Batang Hari telah menerbitkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Batang Hari Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 – 2031. 

Perda ini diharapakan dapat menjadi acuan dan pedoman dalam 

mengambil kebijakan pembangunan sehingga terjadi harmonisasi 

dan keseimbangan dalam pola tata ruang dan wilayah di Kabupaten 

Batang Hari. 

 

Dalam pengelolaan sumber daya alam Pemerintah Kabupaten Batang 
Hari menetapkan beberapa sasaran sebagai berikut : 
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Sasaran 1 Terwujudnya Pemanfaatan SDA Secara Lestari 

Untuk Mendorong Peningkatan Ekonomi Daerah 
dan Kesejahteraan Masyarakat. 

 

Sumber daya alam merupakan salah satu faktor penting untuk 

menunjang tumbuh kembangnya perekonomian daerah. 

Pemanfaatannya akan menunjang perekonomian daerah tergantung 

dari manajemen atau pengaturan pemanfaatan sumber daya alam. 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari telah berupaya mendorong dan 

memberikan kesempatan masyarakat, pelaku usaha maupun 

investor untuk berperan aktif dalam meningkatkan kemampuan 

dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di 

Kabupaten Batang Hari secara berkelanjutan.  

Pemanfaatan sumber daya alam dapat membawa dampak 

eksternalitas terhadap aspek lain, baik positif maupun negatif.  

Salah satu dampak eksternalitas negatif adalah rusaknya lingkungan 

seperti membuka lahan perkebunan dengan cara dibakar, aktifitas 

penambangan yang tidak berwawasan lingkungan, dan penebangan 

hutan secara liar. Penataan penggunaan sumber daya alam perlu 

dilakukan secara terarah, terorganisir dan berkelanjutansehingga 

sasaran tersebut dapat tercapai secara optimal. Untuk 

mengantisipasi terjadinya dampak eksternalitas tersebut, pemerintah 

Kabupaten Batang Hari telah melakukan upaya pembinaan dan 

pengawasan terhadap masyarakat maupun pelaku usaha yang 

memanfaatkan sumber daya alam yang merusak tatanan 

lingkungan.  

Untuk mencapai sasaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang 

Hari menetapkan beberapa indikator sebagai alat ukur pencapaian 

kinerja sebagai berikut : 
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Tabel 3.28. 

Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Pemanfaatan SDA Secara 
Lestari untuk Mendorong Peningkatan Ekonomi Daerah dan 

Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2014. 

 

NO SASARAN/INDIKATOR 
CAPAIAN 

2013 

TAHUN 2014 % 
REALISASI 
CAPAIAN 

2014 

TARGET 
AKHIR 

RENSTRA 
2016 

CAPAIAN 
S/D 2014 

TERHADAP 
2016 (%) 

TARGET REALISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Jumlah Kasus 
penebangan liar 

190 40 4 190 50     8,00  

2 Pertambangan tanpa ijin -39.4 15 5.26 164.91 5 105,20  

 
Rata – rata Capaian 75.3 

  
177.46 

 
56,60 

 

 

Dari tabel 3.28 secara komulatif Capaian Indikator 

Terwujudnya Pemanfaatan SDA Secara Lestari Untuk Mendorong 

Peningkatan Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Tahun 

2014 sebesar 177,46 % , hal 

ini menggambarkan bahwa 

program dan kegiatan yang 

dilaksanakan dalam 

mewujudkan capaian 

indikator kinerja ini telah 

berjalan sangat baik. Apabila 

dibanding dengan Tahun 

sebelumnya, capaian kinerja 

Tahun 2013 mengalami 

kenaikan sebesar 102,16 % . 

Indikator kinerja jumlah kasus penebangan liar Tahun 2014 

diperoleh capaian kinerja sebesar 190  % , hal ini menunjukkan 

bahwa kinerja yang dilakukan telah maksimal. Dari 40 target kasus 

yang ditetapkan, hanya 4 kasus yang terjadi selama Tahun 2014. 

Lokasinya di Sengkati Kehidupan, kawasan Taman Hutan Rakyat 

(Tahura) Sultan Thaha Syaifuddin dan Senami Kecamatan Bajubang. 

Trend capaian 4 Tahun terakhir menunjukkan kondisi yang stabil, 

capaian sudah melebihi angka 100 % , di Tahun 2011 dan 2012 

diperoleh capaian yang sama 125 % , kemudian mengalami kenaikan 

di Tahun 2013 dan 2014 yang juga diperoleh capaian yang sama 

sebesar 190  % .  
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Upaya Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam menekan 

kasus penebangan liar pada Tahun 2014 dilakukan melalui 

pelaksanaan program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya 

Hutan dengan kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan, 

Sosialisasi tentang pencegahan perambahan hutan terhadap 

masyarakat yang berada di sekitar wilayah hutan, serta 

mengoptimalkan kinerja personil patroli pengawasan hutan (Polisi 

Hutan). Melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Inpres 

Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu 

secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh 

Wilayah Republik Indonesia, diharapkan dapat menjadi acuan dan 

landasan yang kuat untuk melakukan penindakan dan 

pemberantasan terhadap penebangan kayu secara illegal. 

Dalam pelaksanaan program/kegiatan perlindungan dan 

pengamanan hutan, ada beberapa kendala / hambatan yang 

dihadapi, yaitu ; secara internal : personil pengawasan hutan / 

polisi hutan (Polhut) masih minim, komposisi jumlah tenaga polhut 

yang ada belum mampu mengakomodir luasan hutan yang ada, 

kemudian kebutuhan dana untuk proses penyidikan dan 

penyelidikan tidak sedikit terutama untuk investigasi di lapangan 

dan penanganan saksi dan tersangka, dan belum tersedianya tempat 

pengamanan/penyimpanan khusus untuk barang bukti yang 

ditemukan sehingga kurang terjaga keamanannya. Secaraeksternal 

: proses penyidikan yang belum berjalan secara optimal, aparat 

hukum belum mampu secara keseluruhan menjerat dan 

membuktikan pelaku utama yang membiayai kegiatan illegal logging, 

kemudian keputusan pengadilan belum maksimal menimbulkan efek 

jera terhadap pelaku illegal logging sehingga orang lain tidak takut 

melakukan kejahatan yang sama. 

Berikut ini Gambaran Umum Kawasan Hutan Kabupaten 

Batang Hari Tahun 2014 berdasarkan SK MENHUT Nomor : 

SK727/MENHUT-II/2012 Tanggal 10 Desember 2012 tentang 

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan 

Hutan Seluas ± 113.712 (Seratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Dua 

Belas) Hektar dan Perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 20.529 
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(Dua Puluh Ribu Lima ratus Dua Puluh Sembilan) Hektar di Provinsi 

Jambi : 

Tabel 3.29. 

Gambaran Umum Kawasan Hutan Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 

 

No. Kecamatan 
Hutan 

Lindung 

Suaka Alam 
dan 

Pelestarian 
Alam 

Hutan Produksi 

Jumlah Luas 
Hutan Terbatas 

HPT 
Tetap HP 

Dapat Di 
Konservasi 

HPK 

1 Mersam - - 9.322,26 29.556,40 - 38.878,66 

2 Maro  Sebo Ulu - 31.669,65 - 11.151,82 - 42.821,47 

 - TWA Bukit Sari - 288,61 - - - - 

 - TNBD - 31.381,04 - - - - 

3 Batin XXIV - 5.802,80 - 19.857,34 - 25.660,14 

 - Durian Luncuk II - 41,29 - - - - 

 - Tahura STS - 2.125,12 - - - - 

 - TNBD - 3.636,39 - - - - 

4 Muara Tembesi - 744,43 2.345,12 53,59 - 3.143,16 

 - Tahura STS - 744,43 2.345,12 53,59 - 3.143,16 

5 Muara Bulian - 2.428,48 - - - 2.428,48 

 - Tahura STS - 2.428,48 - - - 2.428,48 

6 Bajubang - 10.510,75 39.411,09 11.000,24 - 60.922,07 

 - Tahura STS - 10.510,75 39.411,09 11.000,24 - 60.922,07 

7 Maro Sebo Ilir - - 6,49 2.358,32 - 2.364,81 

8 Pemayung - - 413,72 55.342,86 73,00 55.829,58 

 
Jumlah - 51.156,10 51.498,70 129.320,57 73,00 232.048,37 

Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Batang Hari 

Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan Tahun 2014 

mendapatkan alokasi dana APBD sebesar Rp. 351.572.000,-. 

Indikator Pertambangan Tanpa Izin Tahun 2014 diperoleh 

capaian kinerja sebesar -164,91  % . Hal ini menunjukkan bahwa 

kinerja yang dilaksanakan sudah maksimal. Trend capaian yang 

terjadi selama 4 Tahun terakhir menunjukkan penurunan dari 

Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 dan mengalami 

peningkatan yang signifikan pada Tahun 2014,  yaitu dari 76,49 %  

pada Tahun 2011 menurun 2,60  %  menjadi 73,89 %  pada Tahun 

2012, kemudian dari Tahun 2012 menurun 113,29 %  menjadi -39,4  
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%  pada Tahun 2013, kemudian dari Tahun 2013 naik 204,31  %  

menjadi 164,91  %  pada Tahun 2014. 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari telah berupaya untuk 

terus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan 

pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Pengawasan 

tersebut dilaksanakan di beberapa tempat di 6 (Enam) Kecamatan 

dalam Kabupaten Batang Hari yaitu Kecamatan Muara Bulian, 

Pemayung, Maro Sebo Ilir, Muara Tembesi, Maro Sebo Ulu dan 

Mersam. Secara teknis hal ini telah diatur dalam PP No. 55/2010 

tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan 

usaha pertambangan mineral dan batu bara. Kegiatan pembinaan 

dan pengawasan terhadap pertambangan mineral bukan logam dan 

batuan dilaksanakan melalui pertemuan berkala dengan para 

pengusaha tambang dan aparatur desa/kelurahan maupun inspeksi 

langsung ke lokasi 

penambangan. 

Perkembangan 

jumlah penambang bahan 

galian mineral bukan 

logam dan batuan 

Kabupaten Batang Hari 

dari Tahun 2011 sampai 

dengan Tahun 2014 dapat 
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dilihat pada grafik berikut ini : 

Capaian kinerja sasaran terwujudnya pemanfaatan SDA secara 

lestari untuk mendorong peningkatan ekonomi daerah dan 

kesejahteraan masyarakat Tahun 2014 terhadap target akhir 

(RPJMD) Tahun 2016 sebesar 143,37, hal ini menunjukkan bahwa 

realisasi pencapaian kinerja telah maksimal dilaksanakan. 

Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan dan support dari 

semua pihak baik internal maupun eksternal. Selaian alokasi 

anggaran, SDM (Stakeholder) juga menjadi faktor utama dalam 

kesuksesan pelaksanaan program/kegiatan pemerintah Kabupaten 

Batang Hari dalam mewujudkan SDA lestari untuk mendorong 

peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Berikut 

ini perkembangan penerimaan PAD sektor pertambangan mineral 

bukan logam dan batuan dari Tahun 2011 s.d Tahun 2014 

Kabupaten Batang Hari . 

Grafik. 3.15 

Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Terwujudnya Pemanfaatan SDA 

Secara Lestari untuk Mendorong Peningkatan Ekonomi Daerah dan 

Kesejahteraan Masyarakat, Tahun 2011 s/d Tahun 2014 
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Kabupaten Batang Hari 

Sasaran  2 Terjamin kelestarian lingkungan dan 

keseimbangan ekosistem. 

 
 

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua 

benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan 

perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan 

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup 

lain. Dengan demikian, lestari atau rusaknya suatu lingkungan 

hidup merupakan tanggung jawab makhluk hidup yang hidup di 

dalamnya. Selain kelestarian lingkungan, keseimbangan ekosistem 

pun seharusnya menjadi perhatian karena ekosistem merupakan 

suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara 

segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Bila 

ekosistem seimbang maka kelangsungan hidup dan kesejahteraan 

manusia akan terjamin. 

Upaya pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk mewujudkan 

kehidupan adil dan makmur bagi masyarakatnya tanpa harus 

menimbulkan kerusakan ekosistem ditindaklanjuti dengan 

menyusun program pembangunan berkelanjutan yang sering disebut 

sebagai pembangunan berwawasan lingkungan. Program ini 

diharapakan dapat mewujudkan keseimbangan dan kelestarian 

fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup dimasa mendatang. 

Pembangunan sektor sumber daya alam dan lingkungan merupakan 

upaya untuk mendayagunakan sumber daya alam bagi kemakmuran 

rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan 

keseimbangan lingkungan, kepentingan ekonomi dan budaya 

masyarakat lokal, serta keserasian penataan ruang dalam upaya 

terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari sesuai dengan sasaran 

tersebut di atas menetapkan beberapa indikator sebagai alat ukur 

pencapaian kinerja sasaran sebagai  berikut : 
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Kabupaten Batang Hari 

Tabel 3.30 

Indikator Kinerja Sasaran Terjamin Kelestarian Lingkungan dan 
Keseimbangan Ekosistem Tahun 2014 

 
 

NO SASARAN/INDIKATOR 
CAPAIAN 

2013 

TAHUN 2014 % 
REALISASI 
CAPAIAN 

2014 

TARGET 
AKHIR 

RENSTRA 
2016 

CAPAIAN 
S/D 2014 

TERHADAP 
2016 (%) 

TARGET REALISASI 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Persentase penanganan 
sampah 

139.35 29 43.6 150.35 31 140,65  

2 
Persantase luas 
pemukiman yang tertata 

230.8 12 27.83 231.92 15 185,53  

3 
Persentase Rumah 
Tangga (RT) yang 
menggunakan air bersih 

100.58 16 9.25 57.82 20 46,25  

 
Rata-rata 156.91 

  
146.70 

 

            
124,14  

 

 
 

Dari tabel 3.30 secara komulatif capaian kinerja terjamin 

kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistempada Tahun 

2014 sebesar 261,99 %. Capaianini menunjukkan bahwa sasaran 

telah tercapai sangat baik. Jika dibanding dengan Tahun 2013 

terjadi kenaikan sebesar 105,08 % .  

Indikator  Persentase Penanganan Sampah Tahun 2014 

diperoleh capaian sebesar 150,35 %. Walaupun capaian kinerja lebih 

dari 100  %  ternyata belum semua sampah di Kabupaten Batang 

Hari terkelola dengan baik. Hal ini disebabkan karena sampai 

dengan Tahun 2014 pengangkutan sampah di Kabupaten Batang 

Hari baru dapat dilaksanakan pada 4 (empat) Kecamatan yaitu 

Kecamatan Muara Bulian, Kecamatan Muara Tembesi, Kecamatan 

Maro Sebo Ulu dan Kecamatan Mersam, sedangkan 4 (empat) 

kecamatan lainnya dikelola oleh swadaya masyarakat. Wilayah yang 

belum tersentuh program pengangkutan sampah oleh pemerintah 

tersebut sebagian besar masyarakatnya berinisiatif mengubur, 

membakar dan mengolah menjadi pupuk organik.  

Ada beberapa persoalan utama penanganan sampah di Kabupaten 

Batang Hari antara lain : 

1. Pemerintah :  
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Kabupaten Batang Hari 

- Penanganan sampah di Kabupaten Batang Hari baru sebatas 

pada pengangkutan, belum ada pengelolaan dan pengolahan 

sampah secara terpadu. Walaupun ada masih relatif kecil. 

- Sosialisasi tentang pengelolaan sampah belum berhasil 

memotivasi dan menggerakkan masyarakat untuk lebih peduli 

terhadap penanganan sampah. 

- Sarana dan prasarana pengumpulan, pengangkutan dan 

pembuangan sampah belum memadai. 

- Belum adanya upaya pemerintah daerah dalam mendorong 

masyarakat untuk membentuk kelompok usaha pengelolaan 

sampah secara mandiri. 

2. Masyarakat : 

- Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan penanganan 

sampah belum memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. 

- Partisipasi masyarakat dalam program pembangunan 

penanganan sampah masih rendah. 

- Masyarakat belum maksimal dalam memanfaatkan peluang 

usaha pengelolaan sampah (limbah sampah). 

- Masyarakat belum mengurangi produksi sampah dalam rumah 

tangga. 

3. Pihak Swasta 

- Belum ada pihak ke-3 yang membuat badan usaha 

pengangkutan pengelolaan sampah (daur ulang) untuk 

menjadi barang setengah jadi (barang baku). 

- Belum adanya investor yang tertarik dalam usaha penanganan 

dan pengelolaan sampah. 

Penanganan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Batang 

Hari masih menggunakan paradigma lama yaitu pengumpulan, 

pengangkutan dan pembuangan. Berdasarkan UU No. 18/2008 

mengenai Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah No. 

81/2012 mengenai Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah 

Sejenis Sampah Rumah Tangga bahwa paradigma baru penanganan 

dan pengelolaan sampah menekankan pada prinsip mengurangi 

(reduce) – menggunakan kembali (reuse) – mendaur ulang (recycle), 
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Kabupaten Batang Hari 

kerjasama antara badan usaha dan pemerintah, serta sistem dan 

teknologi pengelolaan sampah berstandar internasional. Meskipun 

Undang-Undang ini menetapkan tujuan yang ambisius untuk 

meniadakan pembuangan terbuka, tampaknya masih panjang jalan 

yang harus ditempuh sebelum tujuan ini tercapai. 

Berikut ini data pengelolaan sampah Kabupaten Batang Hari 

Tahun 2014 :  

Tabel 3.31. 
Data Pengelolaan Sampah Kabupaten Batang HariTahun 2014 

 

NO URAIAN SATUAN BESARAN 

I. Data Pengumpulan Sampah 

1. Jumlah Penduduk Jiwa 258.016 

2. Asumsi Produksi Sampah Ltr/Hari /Jiwa 0,4 

  M3/Hari/Jiwa 0,0004 

3. Perkiraan Volume Sampah M3/Hari 103,21 

4. Volume Sampah yang tertangani M3/Hari 45 

5. Selisih sampah yang tidak tertangani M3/Hari 58,21 

6. Cakupan Layanan Geografis Ha 25.904 

II. Data TPA 

1. Jumlah Pelayanan M3/Hari 45 

2. Luas TPA Ha 16,42 

3. Kapasitas M3 10.000 

4. Jarak dari Pemukiman KM 3 

III. Data Peralatan 

1. Truck Unit 6 

2. Pick UP Unit 2 

3. Gerobak Motor Unit 7 

4. Tong Sampah Unit 75 

5. Jumlah TPS Unit 34 

6. Water Tank Unit 1 

7. Eskavator Unit 1 
 

Sumber : Dinas Perkotaan  
 

Dari tabel 3.31 di atas dapat 

diketahui bahwa volume sampah 

yang tertangani pada Tahun 2014 

sebesar 45 m3/Hari dan perkiraan 

volume timbulan sampah pada 

Tahun 2014 sebesar 103,21 

m3/Hari. Volume timbulan sampah 

ini diperoleh dari perkalian jumlah 

penduduk Batang Hari Tahun 2014 sebanyak 258.016 Jiwa terhadap 
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Kabupaten Batang Hari 

timbulan sampah Kabupaten Batang Hari sebesar 0,0004 

m3/Hari/Jiwa yang didapat dari data Statistik Nasional untuk 

wilayah Sumatera. Sehingga dapat diketahui juga volume sampah 

yang tidak terangkut sebesar 58,21 m3/Hari. 

Pengangkutan sampah 

di Kabupaten Batang Hari 

dilaksanakan oleh Dinas 

Perkotaan. Pengangkutan ini 

dilaksanakan dengan sarana 

dan prasarana yang cukup 

memadai, seperti truck, mobil 

pick up, gerobak motor roda 

tiga, dan eskavator. 

Pengangkutan sampah di 

jalan-jalan protokol, daerah 

perkantoran, dan tempat sampah yang tersedia di pinggir jalan 

diangkut dengan menggunakan truck. Apabila muatan sampah pada 

truck masih tersedia, truck pengangkut sampah juga berfungsi 

untuk mengangkat sampah di TPS (Tempat Pembuangan 

Sementara). Pengangkutan sampah di pemukiman warga yang relatif 

sempit digunakan mobil pick up dan gerobak motor roda tiga. 

Seluruh sampah yang terangkut akhirnya dibuang pada TPA (Tempat 

Pembuangan Akhir). Sedangkan eskavator digunakan untuk 

meratakan dan merapikan tatanan sampah di TPA. Prosedur ini 

diterapkan untuk mencegah dan mengurangi masyarakat membuang 

sampah secara ilegal. 

Pengelolaan Sampah di Kabupaten Batang HariTahun 2014  

diupayakan melalui program  Pengembangan Kinerja Persampahan 

dengan dana sebesar Rp 412.281700,00. 

Indikator  Persentase Luas Pemukiman yang tertataTahun 

2014 diperoleh capaian sebesar 201,07 % , dari target sebesar 12  %, 

realisasinya  sebesar24,13 % . Luas areal pemukiman yang tertata 

sampai dengan Tahun 2014 seluas 2.973.836,38M2dari luas areal 

pemukiman keseluruhan seluas13.007.842,08M2(sumber : data 

advice planning Tahun 2014) 

Untuk menunjang capaian indikator  Persentase luas 

pemukiman yang tertata, PemerintahKabupaten Batang Hari 
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Kabupaten Batang Hari 

melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian 

Pembangunan yang sesuai dengan Tata Ruang Daerah dengan 

mendapatkan alokasi dana APBD Tahun 2014 sebesar Rp. 

66.558.800,-, dan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan 

mendapatkan alokasi dana APBD Tahun 2014sebesar Rp. 

2.886.918.000,-.   

Indikator  Persentase Rumah Tangga (RT) yang 

Menggunakan Air Bersih Tahun 2014 diperoleh capaian sebesar  

445,11 % .  Hal ini menunjukkan kondisi yang sangat baik. Trend 4 

Tahun terakhir menunjukkan kondisi yang fluktuatif, 96,70  %  pada 

Tahun 2011 naik 25,39  %  menjadi 113,45  %  pada Tahun 2012, 

kemudian mengalami penurunan 79,69  %  menjadi 100,58 pada 

Tahun 2013, dan mengalami kenaiakan yang cukup signifikan 

sebesar 344,53  %   menjadi 445,11  %  pada Tahun 2014.  

Berikut adalah data Rumah Tangga (RT) yang menggunakan 

air bersih Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 

Tabel 3.32. 

PersentaseRumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih   
KabupatenBatang Hari Tahun 2014 

 

No Kecamatan 
Jumlah 

Keluarga 
Yang Ada 

Jumlah  Keluarga 
Diperiksa Sumber 

Air Bersihnya 

%   keluarga 
Diperiksa 

Sarana Air 
Bersih 

%  Sarana Air 
Bersih 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Mersam 549 480 87,43 316 65,83 

2 Muara Bulian 1.342 683 50,89 503 73,65 

3 Muara Tembesi 518 260 50,19 191 73,46 

4 Maro Sebo Ulu 423 231 54,61 167 72,29 

5 Batin XXIV 998 496 49,70 346 69,76 

6 Pemayung 506 321 63,44 235 73,21 

7 Bajubang 716 350 48,88 262 74,86 

8 Maro Sebo Ilir 435 226 51,95 150 66,37 

 
Jumlah 5.487 3.047 55,53 2.170 71,22 

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari 

 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam usaha  meningkatan  

Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih dilakukan 

melalui Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat sebesar 
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Kabupaten Batang Hari 

Rp.167.858.000,- dan Pengembangan Media Promosi dan Informasi 

sadar hidup Sehat sebesar 255.030.000,-.Dari pelaksanaan kegiatan 

tersebut  di atas saat ini telah terwujud:   

- Kelompok Pemakai Air (POKMAIR) di 10 Desa  

- Desa yang melaksanakan Community Lead Total Sanitation / 

Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di 48 Desa  

- Melaksanakan pemeriksaan air minum masyarakat, dari 40 

sample yang diperiksa 17 yang memenuhi syarat 

- Melaksanakan survey sanitasi dasar di 57.276 Rumah 

- Desa stop Buang Air Besar (BAB) sembarangan di 11 Desa 

- Melaksanakan pemeriksaan kepada petani yang terpapar 

pestisida, dari 50 petani yang diperiksa 3 petani yang terpapar 

pestisida 

Air bersih adalah salah satu jenis sumberdaya berbasis air 

yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk 

dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Air 

Bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi seluruh 

masyarakat sehingga bermanfaat  bagi rumah tangga dalam 

kehidupan sehari – hari dan Pemerintah Kabupaten Batang Hari 

terus berupaya melakukan beberapa kegiatan dalam menyediakan 

sarana prasarana penunjang air bersih dan melaksanakan 

pembinaan terhadap masyarakat tentang perlunya air bersih dengan 

melaksanakan kegiatan  antara lain : Pemeriksaan Depot Air Minum 

Isi Ulang(DAMIU)  dan Lingkungan Bersih dan Sehat(LBS). Untuk 

lebih jelas dapat dilihat pada  Tabel di bawah ini  

 
Tabel 3.33 

DataSumber Air Minum MasyarakatKabupaten Batang Hari 
Tahun 2014 

 

NO KECAMATAN PUSKESMAS 
JUMLAH  KELUARGA 

DIPERIKSA SUMBER AIR 
MINUMNYA 

SUMBER AIR MINUM KELUARGA 

AIR KEMASAN AIR ISI ULANG 

JUMLAH %  JUMLAH %  

1 Mersam Mersam 25 2 8 9 36 

  
Sungai Puar 42 1 2,38 12 28,57 

2 Muara Bulian Muara Bulian 34 6 17,65 41 120,59 
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NO KECAMATAN PUSKESMAS 
JUMLAH  KELUARGA 

DIPERIKSA SUMBER AIR 
MINUMNYA 

SUMBER AIR MINUM KELUARGA 

AIR KEMASAN AIR ISI ULANG 

JUMLAH %  JUMLAH %  

  
Pasar Terusan 13 1 7,69 2 15,38 

  
Tenam 17 2 11,76 10 58,82 

  
Aro 6 1 16,67 6 100,00 

3 Muara Tembesi Muara Tembesi 26 4 15,38 14 53,85 

  
Pasar Ma. Tembesi 21 2 9,52 6 28,57 

4 Maro Sebo Ulu Sungai Rengas 19 2 10,53 16 84,21 

5 Batin XXIV Durian Luncuk 43 3 6,98 14 32,56 

  
Jangga Baru 17 1 5,88 3 17,65 

6 Pemayung Jembatan Mas 22 2 9,09 14 63,64 

  
Selat 19 1 5,26 3 15,79 

7 Bajubang Penerokan 29 3 10,34 13 44,83 

  
Batin 16 1 6,25 5 31,25 

8 Maro Sebo Ilir Maro Sebo Ilir 23 1 4,35 6 26,09 

  
Tidar Kuranji 12 1 8,33 2 16,67 

JUMLAH 
 

384 34 8,85 176 45,83 

 

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari   

 

Grafik. 3.16 

Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Terjamin Kelestarian 
Lingkungan dan Keseimbangan Ekosistem, 

Tahun 2011 s/d Tahun 2014 
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Tabel 3.34 

Efisensi Penyerapan Anggaran dan Capaian 
Indikator Sasaran pada Misi 5 

NO SASARAN/INDIKATOR 
% CAPAIAN 
KINERJA (> 

100%) 

ANGGARAN 
 

PENYERAPAN  
ANGGARAN 

TINGKAT 
EFISENSI 

1 

Terwujudnya pemanfaatan SDA 
secara lestari untuk mendorong 
peningkatan ekonomi daerah dan 
kesejahteraan masyarakat 

177,46          2.170.721.800  1.810.123.252 16,61 

2 
Terjamin kelestarian lingkungan 
dan keseimbangan ekosistem 

146,70          3.200.112.350  1.810.123.252 16,61 

   
5.370.834.150 4.881.984.910 

 

 
Untuk Efisensi Penyerapan Anggaran dan Capaian Indikator Sasaran pada 
Misi 5 disediakan anggaran sebesar Rp5.370.834.150dan telah terserap 
sebesar Rp4.881.984.910. terjadi efesiensi anggaran sebesar 
Rp488.849.240  

  
Tabel 3.35 

Realisasi Kinerja Dan Anggaran Misi 5 

 
 

NO SASARAN 

KINERJA ANGGARAN PROGRAM / KEGIATAN 

TARGET REALISASI 
 %  

REALISASI 
TARGET REALISASI 

 %  
REALISASI 

20 

Terwujudnya 
pemanfaatan SDA 
secara lestari untuk 
mendorong 
peningkatan ekonomi 
daerah dan 
kesejahteraan 
masyarakat 

40 4 190 

2.170.721.800 1.810.123.252 83,39 

15 5,26 164,91 

21 

Terjamin kelestarian 
lingkungan dan 
keseimbangan 
ekosistem 

29 43,6 150,35 

3.200.112.350 3.071.861.658 95,99 12 27,83 231,92 

16 9,25 57,82 
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B. REALISASI ANGGARAN 

Dukungan anggaran mutlak diperlukan untuk mewujudkan Visi, 

Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2016. 

Pada Tahun Anggaran 2014 ditargetkan anggaran pembangunan 

dalam bentuk belanja langsung dan belanja tidak langsung pada 

APBD Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 sebesar 

Rp.1.059.229.292.179,85 dengan realisasi sebesar 

Rp.960.487.530.552,00 atau sebesar 90,68  % . 

Target dan realisasi APBD Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 

2014, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :  

Tabel 3.36. 
Target dan Realisasi APBD Kabupaten Batang Hari  

Tahun Anggaran 2014 
 

URAIAN ANGGARAN 2014 REALISASI  2014 %  

PENDAPATAN DAERAH 731.218.650.309,00 803.791.649.530,81 
 PENDAPATAN ASLI DAERAH 46.118.485.212,20 50.623.238.098,26 109,77 

Hasil Pajak Daerah1) 10.631.973.716,20 13.497.867.495,72 126,96 

Hasil Retrebusi Daerah 1) 17.185.091.300,00 17.461.687.174,09 101,61 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 8.000.000.000,00 4.625.011.821,47 57,81 

Lain-lain Pendapat Asli Daerah yang Sah 10.301.420.196,00 15.038.671.606,98 145,99 

Dana Perimbangan 828.967.993.929,91 809.236.850.285,00 97,62 

Bagi Hasil Pajak,Bagi Hasil Bukan Pajak 271.805.056.929,91 252.073.913.285,00 92,74 

Dana Alokasi Umum 507.478.487.000,00 507.478.487.00,00 100 

Dana Alokasi Khusus 49.684.450.000,00 49.684.450.000,00 100 

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah 86.181.289.705,80 88.837.348.274,80 103,08 

Hiibah - - - 

Dana Darurat - - - 

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2) 21.345.761.239,00 27.152.526.000,00 127,20 

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 54.327.284.192,00 51.176.578.000,00 94,20 

Bantuan keuangan dari provinsi atau 
pemerintah daerah lainnya 10.508.244.274,80 10.508.244.274,80 100 

JUMLAH  961.267.768.847,91 948.697.436.658,06 98,69 

    BELANJA TIDAK LANGSUNG 484.721.609.476,40 460.053.758.350,00 94,91 

BELANJA PEGAWAI 410.712.107.695,40 388.829.594.720,00 94,67 

BELANJA BUNGA -- - 
 BELANJA SUBSIDI 900.000.000,00 900.000.000,00 100,00 

BELANJA HIBAH 14.875.500.000,00 14.316.106.900,00 96,24 

BELANJA BANTUAN SOSIAL 32.011.374.230,00 30.281.648.230,00 94,60 

BELANJA BAGI HASIL 
   BELANJA BANTUAN KEUANGAN 

KEPADA 
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA,PEMERIN
TAH DESA DAN PARTAI POLITIK 25.222.627.551,00 24.753.408.500,00 98,14 

BELANJA TIDAK TERDUGA 1.000.000.000,00 973.000.000,00 97,30 

BELANJA LANGSUNG 574.507.682.703,45 500.433.772.202,00 87,11 

BELANJA PEGAWAI 50.866.105.208,00 47.209.730.241,00 92,81 

BELANJA BARANG DAN JASA 228.588.094.772,45 197.485.762.005,00 86,39 
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URAIAN ANGGARAN 2014 REALISASI  2014 %  

BELANJA MODAL 295.053.482.723,00 255.738.279.956,00 86,68 

JUMLAH 1.059.229.292.179,85 960.487.530.552,00 90,68 

SURPLUS/(DEFISIT) (97.961.523.331,90) (11.790.093.893,94) 12,04 

PEMBIAYAAN 97.961.523.331,98  97.961.523.331,98  100  

Penerimaan Pembiayaan Daerah 112.961.523.331,98 112.961.523.331,98 100,00 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah 
Tahun sebelumnya 112.961.523.331,98 112.961.523.331,98 100,00 

Pengeluaran Pembiayaan Daerah 15.00.000.000,00 15.00.000.000,00 100,00 

Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah 
Daerah) 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 100,00 

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 
(SILPA) 0,00 86.171.429.438,04 
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BAB IV 

PENUTUP 
 

 

4.1. KESIMPULAN 

Capaian kinerja yang tersaji dalam LAPORAN KINERJA 
Kabupaten Batang Hari merupakan cerminan yang dilaksanakan 

selama Tahun 2014. Hal ini merupakan media pertanggungjawaban 
dari upaya visi, misi dalam RPJMD Kabupaten Batang Hari  2011-
2016.  

Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum dari lima 
misi,capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Batang hari pada 

Tahun 2014 relatif baik hampir mendekati realisasi maksimum 
yaitu 101,86  % . Jika dilihat per-misi, tiga misi sudah melampaui 
target kinerja yaitu meningkatkan kesejateraan rakyat dengan 

menjalankan kebijakan pembangunan ekonomi dengan prinsip-
prinsip ekonomi kerakyatan, dengan capaian sebesar 103.02  %, 
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara 
proforsional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan melalui penerapan 

Reformasi Birokrasi yang berkeadilan dengan capaian sebesar 105.30%  
dan meningkatan penggalian potensi sumber daya alam sebagai 

salah satu sumber daya pembangunan dengan prinsip 
berkelanjutan serta menjaga kelestarian lingkungan dan 
keseimbangan ekosisitem dengan capaian 162.08  % .  Sementara 

dua misi lainnya belum mencapai kinerja yang ditargetkan, yaitu 
Meningkatkan kualitas kehidupan yang agamis, berakhlak mulia, yang 
ditopang oleh kesadaran saling menghormati dan saling mendukung 

antara ulama’ dan umaro dengan capaian 43.93%  dan Meningkatkan 

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk Sumber Daya Aparatur 
dengan capaian 94.95  % . 
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Fakta diatas mengisyaratkan perlu dilakukan upaya dan 
langkah-langkah perbaikan kinerja terhadap program kegiatan 
pada misi yang capaian kinerjanya belum mencapai target, serta 

strategi untuk mempertahankan capaian kinerja yang telah 
maksimum. 

 

4.2. PERBAIKAN KINERJA 

Bertitik tolak dari hasil analisis dan evaluasi kinerja pelaksanaan 

kegiatan/program maka perlu dilakukan penyempurnaan kinerja 
pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam bentuk strategi 

kebijakan, program, penganggaran dan strategi aparatur.  
Penyempurnaan capaian kinerja ini dilakukan secara 
komperhensip yang meliputi; perencanaan kinerja, pengukuran, 

pelaporan, evaluasi internal dan pencapaian sasaran kinerja. 

Langkah-langkah tersebut sebagai berikut : 

 
1. Meningkatkan membenahi kualitas dokumen perencanaan 

kinerja yang terkait dengan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP).Dalam konteks ini antara lain; mensinkronkan antara 

Renstra SKPD dengan RPJMD, RKPD dengan RPJMD, Renja 

SKPD dengan RKPD dan APBD dengan RKPD. Perbaikan 

dokumen ini terutama pada proses perencanaan Tahun 

anggaran 2015. Perbaikan ini diharapkan, agar antara 

dokumen-dokumen tersebut dapat berjalan sinergis, selaras dan 

terukur sehingga dapat terlihat capaian keluaran (output), hasil 

(outcome), hingga manfaat (benefit) yang mencerminkan kinerja 

Kabupaten Batang Hari yang optimal, efektif dan efisien; 

2. Membuat sistem dan SOP tentang pengumpulan data kinerja, 

menselaraskan IKU RPJMD dengan IKU SKPD, memperbaiki 

penetapan kinerja SKPD yang mengakomodir seluruh target 

kinerja dalam renstra SKPD,  

3. Mengintensifkan kegiatan review, monitoring dan evaluasi 

capaian kinerja setiap program kegiatan pada SKPD secara 

berkala serta di dokumentasikan secara sempurna minimal satu 

kali triwulan terhadap pelaksanaan tiap indikator kinerja yang 

diamanatkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. 
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4. Menindaklanjuti hasil evaluasi capaian kinerja dalam bentuk 

langkah-langkah perbaikan dan kebijakan pemerintah daerah. 

5. Perlu meningkatkan peran serta lembaga keagamaan dan 

pengalokasian APBD yang memadai untuk mendanai program 
kegiatan yang dapat menunjang perbaikan kinerja 
meningkatkan kualitas kehidupan yang agamis, berakhlak 

mulia, yang ditopang oleh kesadaran saling menghormati dan 
saling mendukung antara ulama’ dan umaro yang nilainya 

masih jauh di bawah target. 

 

BUPATI BATANG HARI 

 

 

       SINWAN, SH 


